WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263
ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-
2021.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
65);

15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah  Kota
Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
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Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana
dan/atau program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 -2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun
dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD
Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa
Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2025.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 -2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD
Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa
Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai
dengan Tahun 2018.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah Dberisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang
sumber yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi
yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.



29. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya
disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

30. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang
untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.

31. Kabupaten/kota sekitar adalah kabupaten/kota lainnya yang
ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau
yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam
pelaksanaan pembangunan.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke
dalam struktur dan pola ruang wilayah.

34. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerahuntuk periode 5 (lima) tahun.

35. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan
dalam RKPD.

Pasal 3
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
a. Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 dan

b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan
program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai
dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :

RPJMD Provinsi Jawa Tengah ;
RTRW;

KLHS;

Pengembangan Wilayah Terpadu; dan
RPJMD kabupaten/kota Sekitar.

© oo TP



Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

a.

penyusunan RKPD yang memperhatikan pokok-pokok pikiran
DPRD, Renstra dan Renja PD;

instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun
2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Daerah

(1)

(1)

(2)

(3)

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

a. BABI . Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta
Kerangka Pendanaan,;

d. BABIV : Analisis Isu-Isu Strategis;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;

f. BABVI : Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BABVII : Kebijjakan Umum Dan Program Pembangunan
Daerah;

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan;

i. BABIX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j. BABX : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan;
k. BABXI : Penutup.

(2) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda
ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;



b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang — undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8
(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunandaerah ;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi
yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;

d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah,
atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan
kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 9
RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan
dengan Perda.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka
penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD serta mengacu
pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN
SLAMET PRIHANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (4 / 2016)



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 - 2021

UMUM
Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah mempunyai tugas antara lain “menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD.”

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 akan
mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan
untuk mewujudkan satu visi, yaitu “Terwujudnya Kota Pekalongan
yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-
nilai religiusitas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan enam
misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal
berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkotaan yang ramah lingkungan,;

5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas; dan

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan
tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqulkarimah.

Dengan berpijak pada visi dan misi tersebut, maka setiap
dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus sejalan,
terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber
daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan
adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain
unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI,
POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa,
pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan
kelurahan serta keterwakilan perempuan dan
kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan
hidayat-Nya, sehingga RPJMD Kota Pekalongan 2016 — 2021 dapat diselesaikan dengan
baik.

Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2016 — 2021 ini selain mempertimbangkan
aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis
berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2016-2021 dan pendekatan
bottom-up dalam Musrenbang RPJMD.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan dokumen RPJMD Kota
Pekalongan 2016 — 2021 ini telah mendasari pemikiran bahwa RPJM-D yang akan
disusun ini merupakan periode ketiga dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen RPJP-D Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, arah kebijakan
pembangunan yang disajikan dalam dokumen ini berpedoman pada dokumen RPJPD
tersebut.

Secara umum, RPJMD Kota Pekalongan 2016 — 2021 ini disusun dalam 11 bab.
Bab | membahas tentang Pendahuluan, Bab I membahas tentang Gambaran Umum
Kondisi Daerah, Bab Ill membahas tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Kerangka Pendanaan, Bab IV membahas Analisis Isu Strategis, Bab V membahas
Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan, Bab VI membahas Strategi dan Arah Kebijakan,
Bab VII akan membahas Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII
akan membahas Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan, Bab IX membahas Penetapan Indikator Kinerja Daerah, Bab X membahas
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, dan Bab XI Penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan
pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021. Tak lupa kami mohon
masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan,  Agustus 2016

Walikota Pekalongan

H.A. ALF ARSLAN DJUNAED
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2016, Kota Pekalongan memulai tonggak baru dalam kerangka
pembangunan lima tahunan setelah terpilihnya Walikota Bapak Achmad Alf Arslan
Djunaid, SE dan Wakil Walikota, Bapak Mochammad Saelani Machfudz pada tanggal 9
Desember 2015, yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sesuai dengan
amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264
ayat (1) dan ayat (4), Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan atau RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dalam kerangka RPJPD, RPJMD ini merupakan pentahapan pembangunan lima
tahunan ketiga. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus tetap mengacu dan
mempedomani arah kebijakan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD.
Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat
RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan
berkenaan dalam RPJPD.

Selain itu, RPJMD sesuai dengan periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan, pada dasarnya juga merupakan kelanjutan atas tahapan RPJMD Tahun
2010-2015. Dengan demikian, selain mencermati berbagai kondisi makro yang berasal
dari data-data primer dan sekunder, juga menjadi hal pokok untuk melakukan evaluasi
atas capaian RPJMD Tahun 2010-2015 khususnya terkait dengan rencana pencapaian
sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Hal ini penting agar lebih dapat
menjamin keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
telah ditetapkan dalam RPJPD.

Pada saat ini, Pemerintah telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kerangka Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, substansi atas prinsip sinkronisasi perencanaan
pembangunan antara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota,
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan Perencanaan Pembangunan Nasional
pada dasarnya tidak mengalami perubahan, dimana Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota harus memperhatikan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan
Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 harus memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
tahun 2013-2018 dan juga RPJMN Tahun 2015-2019. Dilihat dari rentang waktu
periodisasi masa berlakunya RPJMN, maka RPJMD Kota Pekalongan ini telah berupaya
untuk memperhatikan sekaligus didorong untuk mendukung pencapaian target
pembangunan nasional.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan pembagian kewenangan
urusan pemerintahan yang mengalami perubahan relatif besar tetapi belum ditindaklanjuti
dengan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, baik dalam bentuk Peraturan
Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD ini
meskipun pengelompokan urusan sudah mengikuti UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, namun nomenklatur Program masih menggunakan paradigma
peraturan perundangan yang lama, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) dengan cakupan hinterland Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten
Batang. Perkembangan ketiga Kabupaten/Kota ini memiliki keterkaitan dan
ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan harus dilakukan upaya-upaya yang bersifat sinergi, terpadu
dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan bersama. Pemerintah Kabupaten
Pekalongan sekarang ini telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah baru seperti
halnya Kota Pekalongan. Sementara Kabupaten Batang baru akan melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2017. Dalam kondisi yang berbeda ini, tentu akan
mengalami perbedaan periode dalam melakukan sinergi penyusunan RPJMD.

Selain upaya sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dengan tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di
Kabupaten/Kota sekitar, perencanaan pembangunan juga harus merespon dinamika yang
terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global. Kecenderungan yang terjadi
dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui
dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global,
selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi
pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai
dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Beberapa gambaran isu yang sekarang ini sedang disikapi antara lain adalah terkait
pasar bebas ASEAN (ASEAN Economic Community). Aspek-aspek yang terus harus
disiapkan antara lain terkait dengan masuknya tenaga kerja profesional dengan
kompetensi yang sangat bersaing dan bahkan akan mengurangi pasar tenaga kerja yang
sekarang ataupun akan tersedia di waktu-waktu yang akan datang. Selain itu, muncul
juga persaingan yang tinggi dalam pemasaran produk yang tentu saja menuntut
penyiapan peningkatan kualitas produk dari produsen-produsen yang sekarang ini secara
aktif memasok barang ke pasar. Sertifikasi atas barang dan kompetensi tenaga kerja
menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan harus disikapi bersama antara Pemerintah
dan Masyarakat.

Isu lain yang juga diperkirakan akan menguat di waktu-waktu yang akan datang
adalah isu atas jati diri bangsa dengan berbagai dinamika ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, serta keamanan dan ketertiban. Kesiapan antara Pemerintah dengan
Masyarakat dalam satu kesatuan harus benar-benar disiapkan secara baik, sehingga
akan tetap mampu bertahan ataupun bahkan lebih pada posisi menjadi tuan rumah di
negeri sendiri. Pembangunan bidang sosial akan dilaksanakan dalam kerangka
percepatan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Pembangunan Bidang
budaya dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi
budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran
akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif
sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk pembangunan bidang infrastruktur, isu yang telah ada dan akan terus
berkembang adalah perkembangan kota yang tidak didukung dengan ketersediaan
infrastruktur yang memadai, apalagi Kota Pekalongan memiliki fungsi sebagai PKW.
Tantangannya akan semakin berat dengan adanya fenomena pemanasan global, yang
salah satunya berimplikasi terhadap kecenderungan perubahan iklim dan kenaikan
permukaan air laut sehingga hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Kota
Pekalongan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikembangkan sesuai dengan fungsi kota
serta memperhatikan lingkungan strategis yang ada karena ketersediaan infrastruktur ini
akan sangat menentukan kualitas kehidupan (Quality Working Life) suatu kota.
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Aspek lainnya adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama
dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan. Pembangunan sumber daya manusia yang
berhasil akan mampu memberikan daya saing daerah yang tinggi, antara lain ditandai
dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan
Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), melalui pengendalian penduduk,
peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Sesuai tahapan dan prioritas, RPIMD Kota Pekalongan memasuki RPIMD tahap .
Skala prioritas pada tahap 11l ini sesuai RPJPD yaitu : mewujudkan kondisi Peri kehidupan
bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, tertib dan demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan tata pemerintahan
yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen, partisipatif dan
teknologi informasi; mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan
sinergisitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup dan sumber daya
alam; serta mewujudkan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas
sumber daya manusia dan mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui
pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan
kreatifitas.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka RPJMD
Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun dalam satu kerangka yang integratif, holistik,
bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala
lokal, regional, nasional, maupun global.

1.2.DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.2.1. Landasan Idiil

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

1.2.2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar
1945.

1.2.3. Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992
tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah
Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan
Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tahun 1992
Nomor Seri D Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
21);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD merupakan lanjutan dari pembangunan yang telah dicapai dalam

kurun waktu 2010-2015. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan
sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional
dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun
2016-2021 disesuaikan dengan berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah
tahun 2013-2018, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan
Tahun 2009-2029.
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Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Selain itu penyusunan RPJMD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015. Pedoman lain yang digunakan sebagai
penunjang antara lain : (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals
(MDGs) Tahun 2011-2015; (2) RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029; (3) RAD Pangan
dan Gizi (PG) Tahun 2011-2015; (4) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Tahun 2010-2020; (5) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);

1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional
diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019.
Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi
pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah

tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara;

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan;

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik;

Melakukan revolusi karakter bangsa;
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada

sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain:

a.

b
C.
d.
e
g

Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;

Laju inflasi sebesar 3,5%;

PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000;

Indeks Gini sebesar 0,36;

Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;

Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebesar 76,3;
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 — 5,0%.

f
1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari,
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 7

(tujuh) misi Pembangunan, sebagai berikut :

1.

Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di
Bidang Kebudayaan :

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan
mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan
Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai
ideologis Trisakti Bung Karno vyaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari
di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas
perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan
negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat
keberdikarian sebuah bangsa.
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2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran :

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam
rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang
sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian
anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.
Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan
teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih
fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian
energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender
dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar,
penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas
industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Misi  ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi  birokrasi  melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan
didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang
tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan
penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk
mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan :

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial
masyarakat  melalui  pelibatan  kelembagaan sosial dalam  proses
perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam
proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak :

Misi  ini  diarahkan untuk memperkuat peran dan  meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif
masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,
serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat :

Misi  ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan,
kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan
akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar
pelayanan minimal.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan :

Misi ini  diarahkan untuk  meningkatkan kualitas  dan kuantitas
infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran
perekonomian dengan tetap ~memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta
antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial
dan strategis.
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Penjabaran lebih rinci dari misi RPIJMD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

berikut :

a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

Pemerintah daerah diharapkan bisa mengurangi beban belanja rutin
(belanja pegawai dan barang) untuk membuka ruang fiskal dalam
APBD. Ruang fiskal tersebut diperlukan untuk menambah alokasi
belanja modal pembangunan insfrastruktur daerah.

Pemerintah daerah bisa mengundang swasta untuk terlibat dalam
pembangunan infrastruktur terutama yang memiliki nilai komersial
melalui pola kerjasama pemerintah-swasta (Public Private
Partnership).

Rencana menarik swasta harus disertai oleh perbaikan iklim bisnis dan
investasi, yang dapat dilakukan melalui perubahan regulasi dan
kebijakan yang bisa menarik minat calon investor.

Mulai dipersiapkan kemungkinan penerbitan obligasi daerah
(municipal bond) untuk pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah Daerah harus memberi kemudahan pembebasan lahan
agar kerja sama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur
tidak terhambat.

Agar diperoleh manfaat yang optimal dari pembangunan infrastruktur
nasional, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur provinsi
dan kabupaten/kota yang dihubungkan dengan infrastruktur nasional.

Mempercepat  pembangunan infrastruktur  lokal/perdesaan  terutama
untuk membuka akses pasar hasil produksi pertanian.

b) Peningkatan Pelayanan Pendidikan

1).
2).

3).

4),

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Percepatan ketersediaan ~ dan kualitas  sarana  dan prasarana
pendidikan di semua jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan
menengah untuk mendorong peningkatan APK pendidikan menengah.

Pengembangan pendidikan vokasi sesuai dengan kondisi potensi dan
kebutuhan daerah.

Pencegahan Siswa  Putus Sekolah dan Peningkatan ~ Angka
Keberlanjutan Siswa. Diharapkan Pemerintah Daerabh:

(a). Mengidentifikasi lulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

(b). Menghitung daya tampung SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

(c). Mengidentifikasi siswa yang memiliki resiko putus sekolah (seperti
siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu).

(d). Memastikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu
mendapatkan bantuan pendidikan.

(e). Membuka Posko penerimaan siswa baru untuk memastikan semua
anak usia sekolah bersekolah.

(). Percepatan pemerataan akses dan layanan pendidikan serta
peningkatan ketersediaan, kesetaraan dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan untuk semua.

c) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1).

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat.
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2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,
serta pengutamaan dan manfaat.

Perhatian khusus pada penduduk rentan (ibu, bayi, anak, manusia
usia lanjut (manula)dan keluarga miskin).

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan  upaya
kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan,
obat dan perbekalan kesehatan disertai oleh peningkatan
pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan
dinamika  kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi
dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi
dengan kerjasama lintas sektor dan kemitraan.

Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap
kebijakan selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor
(produksi  pangan, pengolahan, distribusi, konsumsi pangan tingkat
rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta
terjamin keamanannya).

d) Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Perbaikan iklim investasi, yang dititikberatkan pada:

1).
2).
3).
4).
5).

6).

7).

Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha, serta
Peningkatan efisiensi logistik di Provinsi Jawa Tengah.

Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan
Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik
(SPIPISE) yang dilakukan secara bertahap di Kabupaten/Kota.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam investasi
penyediaan infrastruktur dan energi.

Meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi.

Pembatalan perda bermasalah dan  pengurangan biaya  untuk
memulai usaha seperti penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
dan Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP).

Upayakan adanya pertimbangan antara kebijakan ketenagakerjaan
khususnya terkait penetapan UMP dengan upaya menarik minat
investor (iklim usaha).

e) Percepatan Pembangunan Industri Pengolahan

1).

2).

Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Kendal. Dalam
pengembangannya, kawasan industri ini akan diarahkan
menjadi pusat kegiatan baru di sebelah utara Kendal. Oleh karenanya
dibutuhkan semacam Central Bussiness District (CBD) di kawasan
tersebut.

Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Boyolali;
Pengembangan kawasan industri ini diharapakan dapat menciptakan
lapangan kerja yang besar yang tentunya akan dapat mengangkat
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pendapatan masyarakat Boyolali dan dampak berantainya pada
perekonomian wilayah juga akan meningkat.

f) Percepatan Ketahanan Pangan

1).
2).

3).

4).

5).
6).
7).
8).
9).

Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas.

Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi
melalui pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Revitalisasi  sistem perbenihan dan perbibitan serta intensifikasi
peningkatan produksi pangan berbasis korporasi GP3K kerjasama
dengan BUMN.

Pengawalan produksi - penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah
lingkungan.

Putinkan KUT - agar akses kredit meningkat.

Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.
Mensinergikan produksi dan pengolahan:

Pengembangan supply chain -hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah)

Pengembangan entrepreneurship - pedagang pengumpul untuk menjembatani
permintaan pasar yang semakin heterogen.

10). Perubahan pola konsumsi:

(a). Kepraktisan - bentuk olahan
(b). Kualitas: jenis dan kualitas tertentu
(c). Brand: jaminan konsistensi kualitas

(d). Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani
meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

11). Normalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Irigasi (Peningkatan Indeks

Pertanaman).

g) Percepatan Reformasi Birokrasi

1).

2).

3).

4).

5).

6).
7).

8).

Mempercepat penciptaan organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (right sizing);

Mempercepat penciptaan sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance;

Membuat regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif;

Menciptakan SDM aparatur yang berintegrasi, netral, kompeten,
kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN;

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Menciptakan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat;

Mempercepat penciptaan birokrasi dengan integrasi dan kinerja yang
tinggi.

1.3.3. Amanat RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 — 2025,
dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan vyaitu “Pekalongan Kota Batik
yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap Il dapat
dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang
Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945 ,melalui:

a) Pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai pembinaan
pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama;

b) Pengembangan pola toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam
rangka peningkatan harmonisasi kehidupan beragama bermasyarakat;

c) Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang
berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan
budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan
internasional;

d) Penguatan peran kelembagaan seni dan budaya lokal serta penerapannya di
masyarakat guna memperkuat identitas karakter masyarakat dan menjaga
kelestarian kebudayaan khas Pekalongan;

e) Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu
menghasilkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat luas termasuk industri;

f) Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan hukum daerah dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum di
daerah;

g) Pengembangan pemasyarakatan dan pendidikan HAM serta kelembagaan
dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami
prinsip-prinsip dasar HAM;

h) Pengembangan peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan
ketertiban lingkungan dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan
instansi terkait;

i) Pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan
baik dan benar melalui pendidikan politik dalam rangka memberikan kontribusi
bagi terciptanya proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum dengan
memberdayakan lembaga-lembaga politik yang ada.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada Profesionalisme,
Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi,melalui:

a) Pengembangan upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan
latihan sehingga aparatur pemerintah dapat menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah;

b) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan optimalisasi sumber
daya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan
masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan
daerah;

c) Pengembangan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja
yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa didukung penguasaan
teknologi dengan memperbaiki software,hardware dan brainware;
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d)

e)

f)

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi
dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi
sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan
penunjang yang mendukung penanganan permasalahan publik;

Pengembangan kualitas proses dan prosedur pengawasan terhadap aparatur
pemerintah daerah sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa didukung pengembangan SIM Pengawasan dengan
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data umum hasil
pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil
pengawasan pembangunan.

3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas
Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber
Daya Alam, melalui:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar
dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi
didukung peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan
dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai
dengan standar internasional;

Pengembangan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui
pengembangan kebijakan perumahan menuju terciptanya lingkungan perumahan
yang lebih baik dan sehat;

Pengembangan pembangunan hunian baru yang signifikan dalam rangka
mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan
penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, serta pengembangan
cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air
bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan;

Pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan
pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada yang mampu
mendukung pengembangan industri dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai
tambah informasi;

Pengembangan aplikasi teknologi telekomunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan transparansi
publik;

Pengembangan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung,
pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung
lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan
kawasan prioritas dan sistem perkotaan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh
setiap SWP;

Pengembangan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan
sistem informasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat;

Pengembangan pola upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan
penegakan hukum lingkungan didukung pemantapan kelembagaan dan
pengembangan sistem mitigasi bencana;

Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam;

Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan dan kualitas pelayanan listrik
bagi seluruh masyarakat;
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K)

1)

Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana
dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas
produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan;

Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga
kelestarian sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi
masyarakat luas;

m) Pengembangan pemasyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk

konservasi lahan kritis.

4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

K)

Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah
yang lebih luas serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai
dengan pasar kerja;

Pengembangan kualitas perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai sarana
pembelajaran masyarakat;

Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan pemantapan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan
melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi kesehatan serta
mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

Pengembangan kuantitas dan kualitas surveilance epidemiologi dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;

Pengembangan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui pengembangan
partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat;

Pengembangan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya
ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan daya beli dan
kesejahteraan masyarakat miskin;

Pengembangan keterampilan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja melalui
pelatihan peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan;

Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan
persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan parisipasi peserta
KB Mandiri dalam penggunaan kontrasepsi;

Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang
kehidupan dan peningkatan perlindungan anak sebagai aset penentu masa
depan bangsa;

Pengembangan kepribadian dan kreatifitas pemuda melalui penguatan
kelembagaan kepemudaan yang ada;

Pengembangan kemandirian dan tanggung jawab pemuda dan olah raga dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peningkatan pembinaan organisasi
kepemudaan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas,
melalui:

a)

Pengembangan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah yang mempunyai
keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan
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yang makin berkualitas;

b) Pengembangan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam
skala nasional maupun internasional;

c) Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung
peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional,

d) Pengembangan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk
menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna
menjamin ketersediaan pangan;

e) Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung
sektor pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis
teknologi informasi;

f) Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan
selera pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar;

g) Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan
akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;

h) Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tindakan antar
pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyatakat) dalam
pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat;

i) Pengembangan promosi daerah pro investasi sehingga dapat menarik investor
baik PMA maupun PMDN;

i) Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka
menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong
peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah;

k) Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan pelatihan.

1.3.4. Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun
2009-2029

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas
program pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kota
Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi
pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang kewilayahan, baik dari sisi
pola dan struktur ruangnya maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai
dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna lahan Kota Pekalongan.
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Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa
Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Kota
Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan
PETANGLONG, sehingga dengan demikian fasilitas sarana prasarana kota harus dapat
melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota
Pekalongan No. 30 Tahun 2011).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Pekalongan saat ini telah
menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang RTRW tersebut dengan Penerbitan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) di empat kecamatan serta Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya,
yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan
Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab. Pada tahun-tahun mendatang, penyusunan
dokumen perencanaan kawasan akan merambah ke KSK Kota dari sudut kepentingan
ekonomi dan KSK sudut kepentingan lingkungan sesuai arahan RTRW pasal 53 tentang
penetapan kawasan strategis kota.

Namun demikian, pada saat ini berbagai dinamika perencanaan pembangunan
menghendaki adanya tindak lanjut sebagai akibat berubahnya kebijakan-kebijakan
Pemerintah Pusat, seperti rencana Pembangunan Jalan Tol Pulau Jawa serta

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | PENDAHULUAN I-17



pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG, yang keduanya sudah masuk dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN Tahun 2015 — 2019).

1.3.5. Hubungan Antar Dokumen

Dari gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kota,
Provinsi, ataupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap
Il berupa “Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan
yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan
UUD 19457, akan sejalan dengan upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan.

Upaya membangun kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan agamis melalui
Peningkatan Pelayanan pendidikan ini diharapkan akan ikut mendorong peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia yang secara nasional ditargetkan mencapai 76,3
pada tahun 2019, adapun target yang lain sebagai berikut :

- Laju inflasi sebesar 3,5%;

- PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000;

- Indeks Gini sebesar 0,36;

- Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;

- Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebesar 76,3;

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 — 5,0%.

2. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap
Il berupa “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada,
Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi”, akan
sejalan dengan upaya Percepatan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.Sehingga diharapkan akan ikut memberikan iklim yang kondusif bagi
kegiatan ekonomi dan investasi yang pada akhirnya, upaya ini akan mendorong
mewujudkan Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,0% pada akhir tahun 2019.

3. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap
Il berupa “Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan
Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan
Sumber Daya Alam”, akan sejalan dengan upaya Percepatan Pembangunan
Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap
Il berupa “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia”, akan sejalan dengan upaya
Peningkatan Pelayanan Pendidikan serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan
bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup atau beban pengeluaran masyarakat
miskin serta sekaligus akan meningkatkan kualitas SDM. Secara berantai, sumber-
sumber ekonomi yang dimiliki oleh penduduk miskin dengan jumlah yang sangat
terbatas diharapkan akan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi.Di sisi lain,
kualitas SDM yang ditopang oleh kualitas pendidikan, diharapkan akan menjadi
pijakan bagi penduduk miskin untuk mampu mengakses sumber ekonomi yang ada.
Sehingga akan berdampak pada penurunan kesenjangan dalam hal penerimaan
pendapatan atau dengan kata lain ikut mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam
menurunkan Indeks Gini Ratio hingga mencapai 0,36 pada akhir tahun 2019.Selain
itu, upaya tersebut juga diharapkan akan ikut menurunkan tingkat Kemiskinan hingga
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7 - 8% serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 76,3 pada tahun
20109.

5. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap
Il berupa “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan
Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan
Kreativitas”, akan sejalan dengan upaya Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
Percepatan Pembangunan Industri, serta Pengolahan Percepatan Ketahanan
Pangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan memiliki potensi unggulan berupa industri kerajinan batik beserta
turunannya dan industri perikanan. Dalam perkembangannya, industri kerajinan batik
telah memiliki 12 rantai nilai, mulai dari hulu berupa suplai bahan baku, permodalan,
sampai dengan sisi hilir berupa pemasaran.Sementara itu, dari sisi industri perikanan,
Kota Pekalongan memiliki sejarah panjang berupa kemajuan kegiatan industri
perikanan nusantara. Dalam catatan statistik, struktur ekonomi Kota Pekalongan juga
terus ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta Jasa dan Perdagangan.

Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan
tersebut, maka diharapkan akan berkontribusi secara maksimal bagi pencapaian indikator
pembangunan nasional pada tahun 2019, berupa Pertumbuhan Ekonomi nasional
sebesar 8,0%, penurunan Laju inflasi sebesar 3,5%, PDB per kapita sebesar Rp.
72.217.000, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 — 5,0%.

Secara jelas, hubungan antara dokumen sebagaimana diuraikan di atas, dapat
dilihat dalam Tabel 1.1 berikut:
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Tabel 1.1 Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJPD Kota VISI DAN MISI Walikota- RPJIMD Provinsi Jawa RPJMN Tahun 2015-2019
NO Pekalongan Tahun Wakil Walikota
2005-2025 Pekalongan 2016-2021 TengahTahun 2013-2018 NAWA CITA MISI RPJMN INDIKATOR
VISI | Pekalongan Kota Batik Terwujudnya Kota Mewujudkan Terwujudnya Indonesia Yang
yang Maju, Mandiri, dan | Pekalongan yang lebih Penyelenggaraan Berdaulat, Mandiri, Dan
Sejahtera sejahtera, mandiri, Pemerintahan Provinsi Berkepribadian Berlandaskan
berbudaya berlandaskan | Jawa Tengahyang Bersih, | Gotong Royong.
nilai-nilai religiusitas. Jujur dan Transparan,
“Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi
1 Mewujudkan Kondisi Melestarikan budaya dan | 1. Membangun Jawa 1. Menghadirkan kembali Mewujudkan Peningkatan Indeks
Perikehidupan kearifan lokal serta Tengah berbasis negara untuk melindungi masyarakat yang PembangunanManusia
Bermasyarakat dan mengembangkan tata Trisakti Bung Karno, segenap bangsa dan berkepribadian dalam yang secara nasional
Berpemerintahan yang kehidupan bermasyarakat Berdaulat di memberikan rasa aman kebudayaan ditargetkanmencapai
Agamis, Berbudaya, yang berakhlaqul karimah Bidang Politik, 76,3 pada tahun 2019.
Tertib, Aman, dan Berdikari di Bidang Eip:?; seluruh warga
Demokratis Ekonomi, dan gara, )
berlandaskan Pancasila Berkepribadian di 2. Membuat Pemerintah
dan UUD 1945. Bidang Kebudayaan selalu hadir dengan
2. Memperkuat membangun tata kelola
Kelembagaan Sosial pemerintahan yang bersih,
Masyarakat untuk efektif, demokratis, dan
Meningkatkan terpercaya;
Eersatltuan dan 3. Melakukan revolusi
esatuan karakter bangsa;
2 Mewujudkan Tata 1. Meningkatkan kualitas |1. Meningkatkan Kualitas | 1. Menghadirkan kembali Mewujudkan keamanan | Pertumbuhan ekonomi

Pemerintahan yang Baik
Berbasis pada,
Profesionalisme,
Kepercayaan,
Komitmen, Partisipatif
dan Teknologi Informasi

layanan publik untuk
sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan
masyarakat.
Mengembangkan IT
berbasis komunitas

Pelayanan Publik
untuk Memenubhi
Kebutuhan

Dasar Masyarakat

2. Mewujudkan

Penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah

yang Bersih, Jujur dan
Transparan, “Mboten

negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa aman
kepada seluruh warga
negara;

2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih,

nasional yang mampu
menjaga kedaulatan
wilayah, menopang
kemandirian ekonomi
dengan mengamankan
sumber daya maritim,
dan mencerminkan
kepribadian Indonesia
sebagai negara

nasional sebesar 8,0%
pada akhir tahun 2019.
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Unggulan Daerah yang

pembangunan yang

Bidang Ekonomi, dan

Internasional sehingga

RPJPD Kota VISI DAN.MISI Walikota- RPJMD Provinsi Jawa RPJMN Tahun 2015-2019
NO Pekazlggsggréérsahun PekZ\I/;I:QQIXaZIBI;%tgom TengahTahun 2013-2018 NAWA CITA MISI RPIMN INDIKATOR
Korupsi, Mboten efektif, demokratis, dan kepulauan
Ngapusi” terpercaya;

3 Mewujudkan Kemajuan | Meningkatkan kualitas Meningkatkan Membangun Indonesia dari Mewujudkan Indonesia |1. Pertumbuhan
Daerah Melalui dan kuantitas sarana dan Infrastruktur untuk pinggiran dengan menjadi negara ekonomi sebesar
Penyediaan Infrastruktur | prasarana perkotaan yang | Mempercepat memperkuat daerah-daerah maritim yang mandiri, 8,0%;

23?1 gsellnoelg?';:la;:v?;zgn ramah lingkungan. ?g%gin%:gn Jawa dan desa dalam kerangka maju kuat, dan 2. PDB per kapita

Tata Ruang, Lingkungan Berkelanjutan dan Ramah negara kesatuan; izrt;ii;ikz: nasional sebesar_Rp..

Hidup, dan Sumber Lingkungan P 9 72.217 ribu;

Daya Alam 3. Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
sebesar 4,0 —
5,0%.

4 Mewujudkan 1. Meningkatkan akses |1. Mewujudkan Meningkatkan kualitas hidup |1. Mewujudkan kualitas |1. Indeks Gini Ratio
Pemenuhan Kebutuhan dan mutu pendidikan. Kesejahteraan manusia dan masyarakat hidup manusia hingga mencapai
Sosial Dasar 2. Meningkatkan kualitas Masyarakat yang Indonesia: Indonesia yang 0,36
Masyarakat dan layanan publik untuk Berkeadilan, tinggi, maju, dan |2, Tingkat
Pengembangan Kual[tas sebesar-besarnya Mengnggulangi sejahtera Kemiskinan hingga
Sumber Daya Manusia bagi kesejahteraan gemlsklnan dan 2. Mewujudkan 7-8%

masyarakat. engangguran masyarakat ~ maju, |3 Indeks
2. Memperkuat berkeseimbangan, Pembangunan
Partisipasi Masygrakat dan demokratis Manusia menjadi
dalam Pengambilan berlandaskan negara 76,3
Keputusan hukum
dan Proses
Pembangunan yang
Menyangkut Hajat
Hidup Orang Banyak

5 Mewujudkan 1. Memberdayakan Membangun Jawa 1. Meningkatkan Mewujudkan bangsa 1. Pertumbuhan
Perekonomian Daerah ekonomi rakyat Tengah berbasis Trisakti produktivitas rakyat dan yang berdaya saing ekonomi nasional
yang Kuat Melalui berbasis potensi lokal Bung Karno, Berdaulat di daya saing di pasar sebesar 8,0%,
Pengembangan Potensi berdasarkan prinsip Bidang Politik, Berdikari di 2. Penurunan Laju

inflasi sebesar
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RPJPD Kota VISI DAN.MISI Walikota— RPJMD Provinsi Jawa RPJMN Tahun 2015-2019
NO Pekazlggsgg%érsahun PekZ\Iler?g:r\]/azlé)kl%t-?2021 TengahTahun 2013-2018 NAWA CITA MISI RPIMN INDIKATOR
Berdaya Saing Tinggi berkelanjutan. Berkepribadian di bangsa Indonesia bisa 3,5%
Didukung Inovasi dan 2. Mengembangkan IT Bidang Kebudayaan maju dan bangkit PDB per kapita
Kreativitas berbasis komunitas. bersama bangsa-bangsa sebesar Rp.
Asia lainnya; 72.217 ribu
Mewujudkan Tingkat
kemandirian ekonomi Pengangguran
dengan menggerakkan Terbuka (TPT)
. sebesar 4,0 —
sektorsektor strategis 5.0%.

ekonomi domestik;

Sumber : RPIMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Pekalongan, diolah

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | PENDAHULUAN

[-22




1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis RPJIJMD disusun sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

Bab V

Bab VI

Bab VI

Bab VIII

Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan
lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kota Pekalongan yang
selaras dan mendukung analisis dan penggambaran isu strategis,
permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan
strategi dan kebijakan, meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan
demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya
saing daerah.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yaitu
kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan
keuangan masa lalu yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis
pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis
pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama,
proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah
terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan,
dan Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan
mempertimbangkan RPJPD Tahap Il dan analisis lingkungan
strategis.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah
terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dari setiap strategi
terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai
tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Selain itu juga
memuat arah pengembangan wilayah yang mencakup konsep, tujuan
dan sasaran, serta arah kebijakan dan strategi pengembangan
wilayah.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih
dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan
penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan
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Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat
Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target
indikator  kinerja program pada akhir periode perencanaan
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan, disertai kebutuhan pendanaannya.

Bab IX :  Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada
akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau
indikator capaian yang bersifat mandiri.

Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPIJMD sebagai pedoman penyusunan
RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(RAPBD) tahun pertama kepemimpinan kepala daerah periode
berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

Bab XI : Penutup
Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari
dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

RPJMD disusun untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi
pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan
dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Disusunnya RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai
pedoman bagi seluruh komponen daerah yakni Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota
Pekalongan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-
cita masyarakat Kota Pekalongan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan
dari Walikota dan Wakil Walikota masa bakti 2016-2021. Sehingga seluruh upaya yang
dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi
satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5.2. Tujuan
Tujuan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah:

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan
pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan;

2) Menjadi tolak ukur kinerja Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan daerah dan instrumen bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
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BAB II. GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
(terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29
kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah
Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa
dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota
Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota
Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya
adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta
jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah
terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan
rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan
kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional
pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang
ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan
sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi
keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 6° 50’ 42" - 6° 55’ 44"
Lintang Selatan dan 109° 37’ 55” - 109° 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan
menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten
Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa
Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari
Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten
Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan
perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor
primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta
sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota
Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto
terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), Industri Pengolahan (21,67%), dan Konstruksi
(14,91%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya
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Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan
daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
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Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan
Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari

wilayah Utara ke wilayah Selatan = 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur £ 7 Km.
Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27
kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara
administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan
(diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan
fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota
terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur
serta jalan provinsi ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang
koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan
Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan
Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan
Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan
Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran
Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan
Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang
Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.
Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km2 atau
33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Luas (%)

1 [ Kecamatan Pekalongan Barat 10,5 22

2 | Kecamatan Pekalongan Timur 9,52 21

3 | Kecamatan Pekalongan Selatan 10,80 24

4 | Kecamatan Pekalongan Utara 14,88 33
TOTAL 45,25 100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015
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2.1.2 Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara
Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada
pada kemiringan lereng 0-8 %. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan
wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di
beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air
laut seperti di Kelurahan Padukuhan Karaton (eks Kelurahan Pabean) Kecamatan

Pekalongan Utara.

Terdapat 3 (tiga) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf,
alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah
alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah
Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan
terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.
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Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat,
dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak
digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah
penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah
dengan daerah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk
pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-
ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua.
Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan
permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan
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memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan
untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan
muara beberapa sungai serta jenis tanahnya, dengan kondisi tersebut maka kondisi ini
berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan
Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi
aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan
permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut.

Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang
koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.
Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan
pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

2.1.3 Geologi

Aluvium - kerikil pasir lanau dan lempung,
endapan sungai dan rawa.
Tzebal sd 150 m

i\ !:..............;r' y - /
—Sunﬁber : Marfai dkk, 2011

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar
Pekalongan, Skala 1 :1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan
sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan + 150
m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan
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alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang
bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas
formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada
permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah
lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi
seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian timur adalah berpasir cenderung
berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran
alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses fluvial dan
sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses marine.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya
tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air
karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang
berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang
berukuran kasar.

2.1.4 Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, diapit
beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan
yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk
ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan
DAS Gabus.
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Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI
kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI
kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI
Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI
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kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas
262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak
yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi
maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu
deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai
banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran dari buangan limbah
kegiatan di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten
Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan
sebagai air baku untuk air bersih.

Air baku untuk air bersih berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten
Pekalongan, meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air
(IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado
Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air baku dari
mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan
dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air).

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber
daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran
pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air
tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan
batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita
melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah.
Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka
diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali
air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah
dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan
maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi
dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan
perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah
Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah
dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak
mengganggu ketersediaannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan
Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT
Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18 45,31" -
1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang
meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.

2.1.5 Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan
dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah
hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 5 tahun
terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010,
dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Selama tahun
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2015, jumlah hari hujan sebanyak 100 hari dan curah hujan sebanyak 2.139 mm. Hari
hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari yaitu 17 hari dengan
curah hujan sebanyak 509 mm.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
Kota Pekalongan Tahun 2009-2015

S . Curah Hujan
No Bulan Hari Hujan (Hari) (mm)J
1 Januari 17 346
2 Februari 17 509
3 Maret 15 319
4 April 10 224
5 Mei 10 111
6 Juni 2 32
7 Juli 3 8
8 Agustus 3 121
9 September 0 0
10 Oktober 1 1
11 November 7 56
12 Desember 15 412
TOTAL 100 2.139
Tahun 2014 127 3.462
Tahun 2013 95 1.554
Tahun 2012 95 1.554
Tahun 2011 102 2.381
Tahun 2010 153 2.396
Tahun 2009 96 1.756

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2016

Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota
Pekalongan adalah Tipe B. lklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut
merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah
dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.

Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata adalah sebesar 23°C-32°C.
Kelembaban udara berkisar antara 42%-118%. Kecepatan angin rata-rata adalah sebesar
0-45 knot.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota
Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari
fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun
berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2014, luas
tanah sawah adalah 1.188 Ha, hal ini berkurang sekitar 0,6% dari luas 1.196 Ha pada
tahun 2013. Tanah kering seluas 3.357 Ha, ada penambahan sekitar 0,83% dari luas
3.329 Ha pada tahun 2013.

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan
sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2015 adalah seluas 997 Ha,
yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 86 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur
seluas 329 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 435 Ha dan Kecamatan
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Pekalongan Utara seluas 147 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah
sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan
tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011 seluas 1.046 Ha dan tahun 2012-2013 sama
yaitu seluas 1.039 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2015 seluas 997
ha.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah
di Kota Pekalongan Tahun 2009-2015

No Kecamatan Sa\-/rvzrr]]a(rllia) Tanzt:\_lz)e fing Jumlah (Ha)
1 | Pekalongan Barat 151 854 1.005
2 | Pekalongan Timur 329 623 952
3 | Pekalongan Selatan 435 645 1.080
4 | Pekalongan Utara 247 1.241 1.488

TOTAL 1.162 3.363 4.525
Tahun 2014 1.188 3.337 4.525
Tahun 2013 1.196 3.329 4.525
Tahun 2012 1.238 3.287 4.525
Tahun 2011 1.248 3.277 4.525
Tahun 2010 1.260 3.265 4.525
Tahun 2009 1.266 3.259 4.525

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015, 2016

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang
kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (built up area).
Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan
permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk
kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis
karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan idle, terutama lahan yang
berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan
proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya
secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non
pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka
telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan cadangan
lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah
kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan
bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan
maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan
tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya
memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan tidak ke
penggunaan tambak karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang
merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah
pada lahan pertanian.
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Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah
keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin
meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan
semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap
mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Salah satu dinamika
permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka
kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih
ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik
yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan
Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah
“Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju,
Mandiri dan Sejahtera”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya
berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan
simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan
wilayahpun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di
Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di
Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.
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Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai
penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus
dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan
industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang
dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (value
added) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya
pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah
dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang
berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan
memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan
kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan
kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun
kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan
perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan
peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,
kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang
terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana
tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

1. Kawasan lindung
a). Kawasan perlindungan setempat
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b).

d).

Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai
memiliki luas + 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas £ 120 Ha. Kawasan
sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi
sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan
sungai tidak bertanggul lengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai
Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi
dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus
dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara,
meliptui Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan,
Krapyak dan Degayu.

Kawasan cagar budaya

Seluas + 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di
Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi
Syawalan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

. Ruang terbuka hijau (RTH) kota

Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah
Kota Pekalongan) dan RTH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas
wilayah Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai,
sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan
kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam
pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan
pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan jalan,
RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH
terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas
RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan erdagangan dan jasa,
RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH kawasan
peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah.

Kawasan rawan bencana alam

Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banijir, dan rawan
bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam
puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi
Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru,
Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan
bencana banijir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian
wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan
Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang
Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi seluas
kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan
meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang
Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

. Pengelolaan kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah
(CAT) Pemalang-Pekalongan.
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2. Kawasan budidaya

a).

b).

C).

d).

Kawasan peruntukan pertanian

Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan
pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh
tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu,
Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan
lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan)
hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat, Poncol, Klego,
Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip.

Kawasan peruntukan perikanan

Terdiri atas kawasan-kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan
peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di
Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar,
dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan perikanan
meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krapyak,
Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang
Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang
lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng;
serta kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari seluas
kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang
lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila; Kawasan
peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan hasil
perikanan terletak di Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang
Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil
perikanan, terdiri atas pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan.

Kawasan peruntukan perumahan

Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan
tinggi; perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah.
Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan
Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kepadatan 251 jiwa/ha dengan luas
lahan kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar. Kawasan peruntukan perumahan
berkepadatan sedang terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan
Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar.
Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah terdapat di semua
Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan
Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di
Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga
ratus empat puluh delapan) hektar.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern;
pusat perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan
di kawasan sepanjang tepi JI. Raya Tirto, JI. Gajah Mada, JI. Hayam Wuruk, JI. Dr.
Cipto, JI. Dr. Wahidin, JI. KH. Mas Mansyur, JI. Jenderal Sudirman, Jl. Dr.

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN I1-13

UMUM KONDISI DAERAH



f).

9)-

Setiabudi, JI. Dr Sutomo, JI. Urip Sumoharjo, JI. Gatot Subroto, JI. Hos
Cokroaminoto, JI. Kartini, JI. KH. Wahid Hasyim, JI. Hasanudin, JI. Sultan Agung,
JI. WR. Supratman, JI. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh
tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-
Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan JI. Urip Sumoharjo, kawasan Jl.
Sultan Agung dan kawasan JI. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan
puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan
Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh)
hektar.

. Kawasan peruntukan perkantoran

Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran
swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan
Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan JI. Sriwijaya Kelurahan
Bendan Kergon, sebagian kawasan JI. WR. Supratman, sebagian kawasan JI.
Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian
kawasan JI. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas)
hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan
Kergon, kawasan JI. Imam Bonjol dan kawasan JI. Diponegoro Kelurahan
Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih,
seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah;
dan industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar,
diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya,
diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah
seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk
perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan mikro seluas
kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik dan tekstil
diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran
Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo,
Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendan
Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasirkratonkramat dan
Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan minuman diarahkan di
Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan
Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan
Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan
pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima)
hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan
Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas
kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan
Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai
Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal
wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara dua
dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak.
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Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan
tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan
Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono,
Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.

Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang
lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alun-alun; kawasan
Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen;
kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan
Monumen; kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan
Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto;
kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini;
kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan
Jalan dr. Soetomo.

Ruang evakuasi bencana

Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banijir; ruang
evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi
bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di
Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran
Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di
Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di
Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan
Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi
bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor
Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan lkan, halaman
parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir
Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi
bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek
Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di
Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek Wisata
Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

Ruang terbuka non hijau

Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan
tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka
pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder
Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang
Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas
lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di
Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru,
Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan
Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4 (empat)
hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat. Ruang-
ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus
tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.
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k). Kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama
dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama
dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor
Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor
Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan
kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir
merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk
kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta erosi-
sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan
oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air
tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses
tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap
pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi
yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi
ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang
relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan
memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai
kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai
berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran
pasang suratnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono
(2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan
rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi
abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan
kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda
wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air
pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang
rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana
di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan
bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi
wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada
kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi
keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan
dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir
menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar
dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah
lainnya.
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Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal
di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banijir
dan banijir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat
yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana
wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan,
terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh,
bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak
memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks.
Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah
mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah
menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya,
warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah
Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di
wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan
adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi
masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil.
Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air
tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin
mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi,
kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.
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2.1.9 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2015 berdasarkan data BPS Kota
Pekalongan sebanyak 296.533 jiwa, terdiri dari 148.295 jiwa laki-laki dan 148.238 jiwa
perempuan. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan
angka sex rasio sebesar 100,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan
terdapat 100,04 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan
jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 — 2015

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki Perempuan Total
2010 142.503 142.507 285.010
2011 143.821 145.373 289.194
2012 145.130 145.217 290.347
2013 145.450 145.420 290.870
2014 146.863 146.841 293.704
2015 148.295 148.238 296.533

Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2016

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan relatif terus meningkat dalam kisaran
0,79% sampai 1%. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2010-
2015 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun tingkat
pertumbuhan penduduk terendah selama tahun 2010-2015 terjadi pada tahun 2011
sebesar 0,79%. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010-2015 rata-rata sebesar
0,83% per tahun. Laju petumbuhan penduduk secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel
2.5.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015

Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010 0,80
2011 0,79
2012 0,92
2013 1,00
2014 0,97
2015 0,96

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang
meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan kepadatan
penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk terendah
terjadi pada tahun 2010 sebesar 6.151,78 jiwa/km2 dan tertinggi tahun 2015 sebesar
6.553,22 jiwa/km2. Berikut disajikan dalam Tabel 2.6 kepadatan penduduk dari tahun
2010-2015.
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Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015

Tahun | Kepadatan Penduduk (jiwa/km?)
2010 6.151,78
2011 6.300,51
2012 6.416,51
2013 6.428,07
2014 6.490,70
2015 6.553,22

Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2016

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan
tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2010, pendidikan SD ke bawah
sebanyak 63.372 jiwa (46,95%), diikuti SMP sebanyak 30.107 (22,30%) dan Sekolah
Menengah (SM) sebanyak 41.505 jiwa (30,75%). Adapun jumlah penduduk yang berumur
15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2010 berjumlah 134.984 jiwa. Secara bertahap
selama enam tahun, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah semakin berkurang baik
secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP
selama enam tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami
penurunan. Sedangkan pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja
yang bekerja meningkat trendnya selama enam tahun berturut-turut. Apabila pada tahun
2010 berjumlah 41.505 jiwa dan setara 37,61% dari jumlah pekerja maka pada tahun
2015 meningkat menjadi 53.922 jiwa atau setara 37,61%. Secara garis besar selama
enam tahun jumlah pekerja untuk tingkat SD, SLTP dan SM mengalami fluktuasi dan
tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 143.376 jiwa. Secara lengkap penduduk
Kota Pekalongan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tertinggi yang
ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang
Bekerja Tahun 2010-2015

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

SD SLTP SM Jumlah
orang % orang % orang %
2010 63.372 | 46,95% | 30.107 | 22,30% | 41.505 | 30,75% | 134.984
2011 62.283 | 47,49% | 26.166 | 19,95% | 42.709 | 32,56% | 131.158
2012 58.748 | 44,56% | 28.316 | 21,48% | 44.762 | 33,96% | 131.826
2013 55.796 | 42,40% | 27.817 | 21,14% | 47.975 | 36,46% | 131.588
2014 65.861 | 45,95% | 30.516 | 21,29% | 46.966 | 32,76% | 143.343

2015 58.503 | 40,80% | 30.951 | 21,59% | 53.922 | 37,61% | 143.376
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015 dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016

Tahun

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN 1I-19
UMUM KONDISI DAERAH



e 16.000

14.000

12.000 +

10.000 -

8.000 -

6.000 -

4.000 -

2.000 -

1 04 | 59 [10-14[15-19

20-24 | 25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64 | 65+

Laki-laki 13.021(13.206|12.974|13.944

14.842(12.879

11.458

11.092

10.109

9.408

8.589

6.928

4.288 | 5.719

\_ |Perempuan |12.061|12.211|12.674|13.189

13.154(12.068

11.682

11.411

10.661

10.127

9.047

6.970

4.416 | 8.405)

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Gambar 2.9 mampu menjelaskan bahwa dilihat dari struktur penduduk Kota
Pekalongan, penduduk kelompok 20-24 tahun sebanyak 27.996 jiwa (9,44%), penduduk
kelompok 15-19 tahun sebanyak 27.133 jiwa (9,15%) dan penduduk kelompok 10-14
tahun sebanyak 25.648 jiwa (8,65%) adalah tiga kelompok tertinggi kelompok usia muda
yang cukup produktif. Pada tiga besar tersebut merupakan kelompok usia produktif yang
masih bersekolah dan dalam tahap usia sekolah.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Jenis Kelamin

Umur .

(tahun) | L@k Jumlah
laki Perempuan

0-4 13.021 12.061 | 25.082
5-9 13.206 12.211 | 25.417
10-14 12.974 12.674 | 25.648
15-19 13.944 13.189 | 27.133
20-24 14.842 13.154 | 27.996
25-29 12.879 12.068 | 24.947
30-34 11.458 11.682 | 23.140
35-39 11.092 11.411 | 22.503
40-44 10.109 10.661 | 20.770
45-49 9.408 10.127 | 19.535
50-54 8.589 9.047 | 17.636
55-59 6.928 6.970 | 13.898
60-64 4,288 4.416 8.704
65+ 5.719 8.405 | 14.124

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2016
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2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima
tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun
ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2010-2014.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan
pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.
Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan
daerah. Pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun tergambar dari
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan
tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,48% hingga 5,91%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah
Persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Persentase pertumbuhan ekonomi
nasional. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada angka
5,51%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,84%, dan
pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,22%. Namun pada tahun 2011, pertumbuhan
ekonomi mengalami kontraksi menjadi 5,49%. Hal ini disebabkan sektor pertanian
mengalami kontraksi sebesar 3,07%. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan
ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi
menjadi 5,30% dan 5,94%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota
Pekalongan mengalami pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi
Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat
dilihat pada grafik berikut:

4 7,00 )

6,50

6,00 =

5,50 - /‘}i*
=g Kota Pekalongan (%)

5,00 S

=== Prov Jateng (%)

4,50

Nasional (%)

4,00
2010 2011 2012 2013 2014

Kota Pekalongan (%)| 5,51 5,49 5,61 5,91 5,48
Prov Jateng (%) 5,84 5,30 5,34 5,14 5,42

Nasional (%) 6,22 5,94 5,87 5,61 5,01
g J
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014

Pada tahun 2015, BPS menerbitkan metode baru dalam penghitungan PDRB untuk
tahun 2010 — 2014. Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada
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tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas
antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional
dan meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan contoh perubahan yang perlu
diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan
perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar
PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui
penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil
penghitungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh
barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang
timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa
memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.
Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan
produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan
harga konstan (riil). 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan 2010-2014

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun
berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat
struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun
berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan
ekonomi.

Struktur Ekonomi

Peranan PDRB menurut lapangan usaha Kota Pekalongan selama kurun waktu
2016-2021 ditunjukkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota
Pekalongan Tahun 2010—2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012* | 2013* | 2014***
() (2 (©)] (4) (©) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan 6,15 6,07 5,86 5,60 5,27
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian - - - - -
C Industri Pengolahan 19,30 | 19,89 | 20,82 | 21,53 21,67
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,20 0,19 0,19 0,17 0,16
E Pengadaan Air, Pengelolaan 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 14,26 13,93 14,08 14,37 14,91
G Perdagangan Besar dan 24,02 | 2461 | 2355 22,98 22,14
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 7,24 6,79 6,41 6,10 6,14
I Penyediaan Akomodasi dan 4,66 4,59 4,56 4,52 4,67
Makan Minum
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Lapangan Usaha 2010 2011 2012* | 2013** | 2014***
€] 2) ) (4) (5) (6)
J Informasi dan Komunikasi 4,02 3,95 3,96 3,93 3,91
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,59 5,50 571 5,78 5,84
L Real Estat 2,70 2,62 2,55 2,52 2,59
M,N Jasa Perusahaan 0,33 0,33 0,34 0,36 0,39
(@) Administrasi Pemerintahan, 511 4,93 5,01 4,87 4,73
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 3,28 3,51 3,98 4,26 443
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,02 1,07 1,14 1,14 1,20
Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 1,98 1,89 1,72 1,76 1,84
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100

* Angka sementara

*k Angka sangat sementara

***  Angka sangat sangat sementara
Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari
lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ke
lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap
pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Peranan terbesar pada struktur perekonomian
tahun 2014 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan
(21,67%) dan lapangan usaha Konstruksi (14,91%). Sementara peranan lapangan usaha
lainnya berkisar antara 0 — 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai
PDRB atas dasar harga berlaku.

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 mencapai 5,48 persen, lebih
lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,91 persen. Pertumbuhan
ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,98 persen.
Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian merupakan satu-
satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi
ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen), Kota Pekalongan tahun 2011—2014

Lapangan Usaha 2011 2012* | 2013** | 2014***
@) 2 3) 4 5 (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,81 2,29 1,09 -2,06
B Pertambangan dan Penggalian - - - -
C Industri Pengolahan 739 | 11,26 | 10,48 6,23
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,40 | 10,47 7,31 1,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 2,17 1,88 0,25 2,50
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 2,58 5,89 6,33 6,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; 6,32 1,49 2,85 4,27
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,14 3,56 3,17 4,67
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 5,05 5,47 6,19 7,33
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Lapangan Usaha 2011 2012* | 2013* | 2014***
Minum

J Informasi dan Komunikasi 8,21 10,36 9,02 10,98
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,32 5,73 6,15 6,50
L Real Estat 5,07 6,56 7,09 7,22
M,N Jasa Perusahaan 6,65 8,77 4,49 11,98
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 4,24 0,53 2,75 0,96

dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 9,54 | 13,55 8,71 10,20
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,58 9,95 5,29 10,08
R,S,T,U | Jasa lainnya 2,53 0,30 8,93 8,59
Produk Domestik Regional Bruto 5,49 5,61 5,91 5,48

* Angka sementara

*x Angka sangat sementara

***  Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi

sebesar 10,98 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 10,20
persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 10,08 persen, Jasa
Lainnya tumbuh sebesar 8,59 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh
sebesar 7,33 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,22 persen, Jasa Keuangan dan
Asuransi tumbuh sebesar 6,50 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,23 persen,
Konstruksi tumbuh sebesar 6,01 persen, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami
pertumbuhan dibawah 5 persen.

2.2.2. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya
laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen
di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan
cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,77 persen di tahun 2010 hingga 7,82 persen di
tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding
dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Tingginya inflasi pada tahun 2013 disebabkan oleh kebijakan pemerintah
(Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni
2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini
menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya,
menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan
sektor lainnya. Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
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Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan
Provinis dan Nasional Tahun 2010-2014(%)

2.2.3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan
pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB per kapita yang terus meningkat
menunjukkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. PDRB suatu daerah dibagi dengan
jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan
dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp),
Kota Pekalongan tahun 2010—2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012* | 2013* | 2014***
()] 2 3 4 5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan 1,01 1,04 1,05 1,05 1,02
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian - - - - -
C Industri Pengolahan 3,16 3,36 3,70 4,05 4,26
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 2,34 2,37 2,49 2,62 2,75
G Perdagangan Besar dan 3,94 4,14 4,16 4,24 4,38
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1,19 1,22 1,25 1,28 1,33
I Penyediaan Akomodasi dan 0,76 0,79 0,83 0,87 0,93
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 0,66 0,71 0,77 0,83 0,91
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,92 0,95 0,99 1,04 1,10
L Real Estat 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55
M,N Jasa Perusahaan 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07
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Lapangan Usaha 2010 2011 2012* | 2013** | 2014***
() 2 3) 4) (©) (6)
@) Administrasi Pemerintahan, 0,84 0,86 0,86 0,88 0,88
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 0,54 0,58 0,65 0,70 0,77
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,17 0,18 0,20 0,20 0,22
Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 0,32 0,33 0,33 0,35 0,38
PDRB per Kapita Kota Pekalongan 16,40 | 17,12 | 17,89 18,76 19,60
* Angka sementara
*x Angka sangat sementara

***  Angka sangat sangat sementara
Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015
Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp. 19.595.519
dengan pertumbuhan sebesar 4,48 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2011
sebesar 4,39 persen, pada tahun 2012 sebesar 4,50 persen, dan pertumbuhan tahun
2013 sebesar 4,86 persen.

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori
lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan
menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan,
peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan
Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi
tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2014, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,27
persen. Peranan kategori ini mengalami penurunan, karena di tahun-tahun sebelumnya
peranannya lebih besar daripada sekarang. Tahun 2010, peranan kategori ini sebesar
6,15 persen, kemudian makin berkurang tahun 2011 sebesar 6,07 persen, tahun 2012
sebesar 5,86 persen, dan tahun 2013 sebesar 5,60 persen.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan
Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang
dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang
Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas,
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan
Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,
Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat
Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan
pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan terhadap PDRB Kota
Pekalongan sebesar 21,67 persen pada tahun 2014.
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Peningkatan peran pada kategori ini terus terlihat, yang pada tahun 2010 sebesar
19,30 persen, hingga pada tahun 2013 menjadi 21,53 persen.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen
terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2014.

Peranan kategori ini mengalami penurunan, karena di tahun-tahun sebelumnya
peranannya lebih besar daripada sekarang. Tahun 2010, peranan kategori ini sebesar
0,20 persen, kemudian makin berkurang tahun 2011 sebesar 0,19 persen, tahun 2012
sebesar 0,19 persen, dan tahun 2013 sebesar 0,17 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan
pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan
industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan
air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk
keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap
perekonomian di Kota Pekalongan selama tahun 2010-2014, yaitu tahun 2010 sebesar
0,15 persen, tahun 2011 sebesar 0,14 persen, tahun 2012 sebesar 0,13 persen, tahun
2013 sebesar 0,12 persen, dan tahun 2014 sebesar 0,11 persen.

Konstruksi

Pada tahun 2014 kategori konstruksi mempunyai peran sebesar 14,91 persen
terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada
perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 14,26 persen, tahun 2011
sebesar 13,93 persen, tahun 2012 sebesar 14,08 persen, tahun 2013 sebesar 14,37
persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan
konstruksi di Kota Pekalongan mengalami perlambatan dari 6,33 persen pada tahun 2013
menjadi 6,01 persen pada tahun 2014.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada
tahun 2014, peranan kategori ini sebesar 22,14 persen lebih kecil dibanding peranan di
tahun 2013 yang sudah mencapai 22,98 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.

Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu
Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.
Kategori ini peranannya terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 6,14 persen. Sejak
tahun 2010, peranan kategori ini terus menurun, namun tahun 2014 kembali ada
peningkatan walau sedikit. Tahun 2010 sebesar 7,24 persen, tahun 2011 sebesar 6,79
persen, tahun 2012 sebesar 6,41 persen, tahun 2013 sebesar 6,10 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2014, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berperan
terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 4,67 persen. Secara keseluruhan, kategori ini
mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,33 persen pada tahun 2014, dan laju
pertumbuhan tahun ini merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
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yaitu tahun 2011 sebesar 5,05 persen, tahun 2012 sebesar 5,47 persen dan tahun 2013
sebesar 6,19 persen.

Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di
setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator
kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap
PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 4,02 persen, tahun 2011 sebesar 3,95
persen, tahun 2012 sebesar 3,96 persen, tahun 2013 sebesar 3,93 persen, dan tahun
2014 sebesar 3,91 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan
pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2011 sebesar 8,21 persen, tahun 2012 sebesar
10,36 persen, tahun 2013 sebesar 9,02 persen, dan tahun 2014 sebesar 10,98 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2014, perannya sebesar
5,84 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada
perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 5,59 persen, tahun 2011
sebesar 5,50 persen, tahun 2012 sebesar 5,71 persen, tahun 2013 sebesar 5,78 persen.

Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota
Pekalongan dengan peranan sekitar 2,5 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real
estate selama tahun 2010-2014 sebesar 2,70 persen, 2,62 persen, 2,55 persen, 2,52
persen, dan 2,59 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan
pertumbuhan selalu di atas 4 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2010-2014 adalah
tahun 2011 sebesar 5,07 persen, tahun 2012 sebesar 6,56 persen, tahun 2013 sebesar
7,09 persen dan pada tahun 2014 sebesar 7,22 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peran kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan
relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar
menjadi 0,33 persen, tahun 2012 sebesar 0,34 persen, tahun 2013 sebesar 0,36 persen
dan tahun 2014 sebesar 0,39 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif
kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota
Pekalongan. Laju pertumbuhan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami
perlambatan. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 8,77 persen semakin melambat
pertumbuhannya di tahun 2013 sebesar 4,49 persen. Tahun 2014 kategori ini mengalami
pertumbuhannya melesat menjadi 11,98 persen.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan
oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan
hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun
2010-2014 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu
dengan nilai peran tahun 2010 sebesar 5,11 persen, tahun 2011 sebesar 4,93 persen,
tahun 2012 sebesar 5,01 persen, tahun 2013 sebesar 4,87 persen, dan tahun 2014
sebesar 4,73 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat , yaitu dari
sebesar 4,24 persen di tahun 2011 menjadi 0,96 persen di tahun 2014.
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Jasa Pendidikan

Pada tahun 2014 jasa pendidikan mempunyai peranan sebesar 4,43 persen
terhadap total perekonomian Kota Pekalongan . Angka ini meningkat dibandingkan pada
tahun 2013 sebesar 4,26 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada
setiap tahun yaitu tahun 2010 sebesar 3,28 persen, tahun 2011 sebesar 3,51 persen,
tahun 2012 sebesar 3,98 persen, tahun 2013 sebesar 4,26 persen dan tahun 2014
sebesar 4,43 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju
pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi
setiap tahunnya. Tahun 2010 kategori ini tumbuh sebesar 7,71 persen, tahun 2011 terjadi
percepatan pertumbuhan menjadi 9,54 persen. Tahun 2014 kategori jasa pendidikan
tumbuh sebesar 10,20 persen, lebih cepat daripada pertumbuhan tahun 2013 yang
mencapai 8,71 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial
yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan
menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2010 sebesar 1,02 persen, tahun 2011
sebesar 1,07 persen, tahun 2012 sebesar 1,14 persen, tahun 2013 sebesar 1,14 persen
dan tahun 2014 sebesar 1,20 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi percepatan
pada tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 10,08 persen dibandingkan dengan tahun
2013 yang tumbuh 5,29 persen.

Jasa lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu
berturut-turut tahun 2010 sebesar 1,98 persen, tahun 2011 sebesar 1,89 persen, tahun
2012 sebesar 1,72 persen, tahun 2013 sebesar 1,76 persen, dan tahun 2014 sebesar
1,84 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan
yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sebesar 5,85 persen, tahun
2011 sebesar 2,53 persen, tahun 2012 melemah pertumbuhannya menjadi sebesar 0,30
persen, pada tahun 2013 pertumbuhannya menguat menjadi sebesar 8,93 persen dan
tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 8,59 persen.

2.2.4. Indeks Gini
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Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014
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Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi
pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan
kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai
0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah
penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang
timpang sempurna vyaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak
memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 0,28. Kemudian pada
tahun 2011, indeks gini naik menjadi 0,31. Kenaikan indeks gini ini berbanding terbalik
dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 sebesar 5,51% turun menjadi
5,45%. Pada tahun 2012, Indeks gini kembali naik menjadi 0,32 seiring dengan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,61%. Pertumbuhan
ekonomi pada 2013 sebesar 5,91% menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi
0,32. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 menjadi 5,42%
meningkatkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Hal ini berbeda dengan
pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang naik dari 5,14% tahun 2013 menjadi
5,42% menurunkan indeks gini dari 0,39 tahun 2013 menjadi 0,38% tahun 2014.

2.2.5. Penduduk Diatas Kemiskinan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 berjumlah 285.010 jiwa. Dari
jumlah tersebut, sebesar 90,64 % hidup di atas garis kemiskinan. Ini setara dengan
258.333 jiwa. Pada tahun 2011, terjadi penurunan penduduk diatas garis kemiskinan
menjadi 89,96%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2011,
sebesar 260.159 penduduk.

Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis
kemiskinan. Dalam persentase, pada tahun 2012 meningkat menjadi 90.53% dan pada
tahun 2013 menjadi 91,74%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada
tahun 2012 sebesar 262.851 jiwa dan tahun 2013 sebesar 266.844. Pada tahun 2014,
kondisi penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 91,98% dengan
jumlah pendududuk seluruhnya berdasarkan survei yang dilakukan BPS Kota Pekalongan
adalah 293.704 jiwa. Secara keseluruhan, kondisi di Kota Pekalongan ini lebih baik dari
penduduk di atas garis kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
ditunjukkan Gambar 2.13.
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Gambar 2.13 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan
Tahun 2010-2014
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2.2.6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa dengan
jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja di Kota
Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun tersebut
sebesar 131.153 jiwa.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 kembali naik menjadi 142.422 dengan
jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah angkatan kerja
sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa. Peningkatan
jumlah angkatan kerja kembali naik pada tahun 2014 menjadi 151.553 jiwa dengan jumlah
pekerja sebesar 143.343. Pada tahun 2015, angkatan kerja di Kota Pekalongan kembali
mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang relatif
stagnan. Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015

Tahun Angkatan Kerja Rasio Penduc_juk Yang | jumiah Pekerja
Bekerja
2010 145.149 93,00% 134.989
2011 141.466 92,71% 131.153
2012 142.422 92,56% 131.826
2013 138.916 94,72% 131.581
2014 151.553 94,58% 143.343
2015 149.507 95,90% 143.376

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2011-2015, diolah dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016

Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja di atas umur 15 tahun di Kota
Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada dua tahun berikutnya menurun menjadi
92,71% dan 92,56%. Di tahun 2013 sampai 2015 rasio penduduk yang bekerja kembali
meningkat.

2.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai 2015 relatif menurun. Bila
pada tahun 2010 setiap 10.000 penduduk terdapat 8,25 kriminalitas, maka pada tahun
2011 naik menjadi 13,24 per 10.000 penduduk. Di tahun 2012, angka kriminalitas kembali
turun menjadi 10,71 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Angka kriminalitas pada
akhir tahun 2014 kembali turun menjadi 7,83 kejadian kriminal per 10.000 penduduk.
Penurun angka kriminalitas pada tahun 2015 kembali terjadi penurun sebesar 7,59
kriminalitas per 10.000 penduduk Kota Pekalongan

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000
Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Tahun AK
2010 8.25
2011 13.24
2012 10.71
2013 9,97
2014 7,83
2015 7,59

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah
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2.2.8.

demikian,

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja
pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang
mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup,
capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka
Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap
sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2010 yang hanya
sebesar 68,95 menjadi 72,69 di tahun 2015. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi
Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional.
Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2010 sampai 2015,
Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah
menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama
Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun
secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara
nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun

terdapat pendekatan baru yang harus menjadi

perhatian serius bagi

Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen
Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki
kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di
Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan
membatik ataupun berdagang. Pertanyaan dalam IPM yang terkait dengan “harapan lama
sekolah” meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih jauh
dari harapan. Hanya 12,59 % masyarakat yang menjawab memiliki harapan sekolah
tinggi. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.
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Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2015 (%)
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Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara
rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1 atau
semester 2. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal
ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama
sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi
pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan
lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, IPM Kota Pekalongan Tahun
2010 — 2015 dapat dilihat dari Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia
Kota Pekalongan tahun 2010-2015

Rata-rata Harapan Angka Pengeluaran
Taun | sckolan | secolan | tiddp | pertanun | ™M | 'Provine
(tahun) (tahun) (tahun) (000 Rp)
2010 7,60 10,96 73,91 10.224 68,95 11
2011 7,72 11,05 73,96 10.560 69,54 11
2012 7,80 11,13 74,01 10.756 69,95 11
2013 7,96 11,56 74,06 10.922 70,82 11
2014 8,12 11,93 74,09 11.006 71,53 11
2015 8,28 12,59 74,11 11.748 72,69 10

Sumber : bps, 2015

2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan
dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada
tahun 2010 rata-rata lama sekolah hanya 7,6 tahun, pada tahun berikutnya, 2011,
menjadi 7,72 tahun. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah menjadi 7,80 tahun, tahun
2013 sebesar 7,96 tahun dan tahun 2014 menjadi 8,12 tahun. Sedangkan pada tahun
2015, rata-rata lama sekolah menjadi 8,28 . Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-
rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2015 berada pada angka 7,03.
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Gambar 2.15 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota
Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2015 (Tahun)
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2.2.10. Harapan lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah
(HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan
pemerintah yaitu program wajib belajar.
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Sumber : BPS, 2015

Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2015

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan periode tahun 2010 —
2015 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14,87 persen. Pada tahun 2010, angka
Harapan Lama Sekolah sebesar 10,96 tahun, kemudian pada tahun 2015 meningkat
menjadi 12,59 tahun atau tiap tahunnya angka Harapan Lama Sekolah selama periode
2010 — 2015 meningkat 2,83 persen/tahun.

Pada tahun 2015, angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan mencapai 12,59
tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas
diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun
masih sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan pada tahun 2015 ini lebih
tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah yang besarnya 12,38 tahun.

2.2.11. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan
penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu
2010-2014, Usia Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 73,91 pada
tahun 2010 menjadi 74,09 di tahun 2014.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, usia angka harapan hidup
(UAHH) Kota Pekalongan lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.17. Dari tahun
2010-2014, UAHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.
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Gambar 2.17 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota
Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

2.2.12. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu
wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2010-
2014. Hal ini terlihat bahwa pengeluaran riil per Kapita perbulan (disesuaikan) Kota
Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 pengeluaran riil per kapita Kota
Pekalongan sebesar Rp. 10,224 juta, maka pada tahun 2011 meningkat secara riil
menjadi Rp. 10,56 juta. Tahun 2012, pengeluaran riil per kapita menjadi Rp. 10,76 juta.
Setahun kemudian, tahun 2013 menjadi Rp. 10,92 juta dan kembali naik di tahun 2014
menjadi Rp. 11 Juta. Di akhir tahun 2015, berdasarkan tahun dasar 2010, pengeluaran riil
per kapita di Kota Pekalongan menjadi Rp. 11,75 juta.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2010 sampai 2014,
pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan Kota Pekalongan lebih besar
dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan Kota
Pekalongan menurut pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan lebih baik dari
Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingan gambar 2.18 menunjukkan perbandingan
pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah.
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Gambar 2.18 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan
dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014
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2.2.13. Angka Partisipasi Kasar

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun SD/MI/Sederajat (%) SMP/MTs/Sederajat (%) SMA/MA/SMK/Sederajat (%)
Kota Jawa Tengah Kota Jawa Tengah Kota Jawa Tengah
2010 102,15 113,19 77,53 80,6 47,00 64,62
2011 107,97 102,67 94,15 92,8 52,58 64,93
2012 104,93 104,92 91,18 91,51 54,02 67,00
2013 107,6 108,95 85,48 87,42 44,11 70,00
2014 103,39 110,18 92,07 89,4 62,44 73,05

Sumber: www.bps.go.id, 2015

APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2014 mengalami parang surut.
Bila pada tahun 2010 APK SD/MI hanya sebesar 102,15%, maka pada tahun 2011 dan
2013 nilainya naik yakni 107,97% dan 107,60%. Namun pada tahun 2012 dan 2014
mengalami penurunan menjadi 104,93% dan 103,39%. Apabila dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah, APK SD/MI Kota Pekalongan relatif lebih rendah.

APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 77,53%. Meningkat
pesat pada tahun 2011 menjadi 94,15%. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami
penurunan pada tahun 2013 menjadi 85,48%. Namun pada tahun 2014 naik menjadi
92,07%. Apabila disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SMP/MTs Kota
Pekalongan masih relatif lebih rendah.

APK SMA/MA Kota Pekalongan mengalami peningkatan sampai tahun 2012.
Penurun terjadi pada tahun 2013 menurun menjadi 44,11 dari 54,02 pada tahun 2012.
Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2014 menjadi 62,44. Bila dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah, secara rata-rata berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah
Berbasis Gender Kota Pekalongan 2014

i Jenis Kelamin
Ratio Jenjang - - L+P
Pendidikan | [aki-Laki | Perempuan
SD/Setara 100,88 106,33 103,39
Angka [ SMmp/setara | 100,72 8544 92,07
Partisipasi
Kasar (%) | SMA/Setara 64,51 60,70 62,44
PT 29,01 21,01 25,52

Sumber: www.bps.go.id, 2015

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di kota
Pekalongan bervariasi. Pada tingkat SD/setara, angka partisipasi kasar berbasis gender
lebih di dominasi perempuan dengan nilai 106,33. Sedangkan angka partisipasi kasar
SMP/setara lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 100,72. Pada tingkatan yang
lebih tinggi yakni SMA/setara serta perguruan tinggi, angka partisipasi kasar laki-laki lebih
dominan dari perempuan dengan nilai 64,51 dan 29,01.

2.2.14. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang
ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah.
Selama kurun waktu 2010 sampai 2014, Persentase lulusan SD/setara SD relatif lebih
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tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara,
Persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2010-2014 cenderung menurun.
Apabila pada tahun 2010 hanya 33,86%, maka pada tahun 2014, Persentase pendidikan
yang ditamatkan menjadi 31,84%. Di tingkat SMP/setara, Persentase pendidikan yang
ditamatkan cenderung stabil sampai 2013 namun turun pada tahun 2014. Apabila pada
tahun 2010 Persentasenya mencapai 28,52% maka sampai 2014 turun menjadi 19,99%.

e 40 N
35 —_ — "
30
25
0| p——————
15
10
5
0
2010 2011 2012 2013 2014
SD/Setara (%) | 3386 | 3263 | 3522 | 3212 | 3184
SMP/Setara (%)| 19,19 | 22,68 | 21,52 | 2204 | 19,99
¥ SMA/Setara (%)| 28,52 | 2365 | 2488 | 2848 | 2264 | )

Gambar 2.19 Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014

Di tingkat SMA/setara, kecenderungan persentase pendidikan yang ditamatkan
cenderung menurun. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 28,52% maka pada tahun
2014 menjadi 22,64%.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi
Menurut ljazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan
Berbasis Gender Tahun 2014

Jenjang Jenis Kelamin
Keterangan . i L+P
9 Pendidikan LLE;IEI Perempuan

Tidak 11,45 13,70 | 12,58
Berijazah

ljazah SD/Setara 33,49 32,45 32,97

D\i(ririll?ki SMP/Setara 20,99 20,01 | 20,50
SMA/Setara 26,53 24,05 25,28
PT 7,53 9,79 8,67

Sumber : www.bps.go.id, 2015

Dari persentase penduduk 10 tahun yang tidak bersekolah lagi menurut ijazah yang
dimiliki berbasis gender, pada laki-laki paling banyak hanya lulus SD/setara. Demikian
juga pada perempuan, pada tingkat SD/setara ijazah yang paling banyak dimiliki adalah
SD. Sedang pada level perguruan tinggi, laki-laki yang memiliki ijazah sarjana sebesar
7,53 dan pada perempuan sebesar 9,70. Ini menunjukan bahwa pendidikan tinggi lebih
didominasi perempuan daripada laki-laki.

2.2.15. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang
pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Capaian APM Kota Pekalongan
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dari tahun 2010-2014 tingkat SD/MI mendekati 100%, tetapi capaian APM pada tingkatan
SMP/MTs dan SM/MA masih rendah. Secara rinci perkembangan APM di Kota

Pekalongan dari tahun 2010-2014 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada
Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2014

SD/MI SMP/MTs SM/MA

Tahun

Kota Prov Kota Prov Kota Prov
2010 87,33 95,93 68,55 69,72 36,29 45,00
2011 93,63 90,20 71,68 69,72 39,22 47,17
2012 91,22 92,05 69,01 72,52 42,30 51,11
2013 90,93 95,68 70,00 74,94 40,25 51,81
2014 94,06 96,45 76,84 78,57 45,87 58,11

Sumber : www.bps.go.id, 2015

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan
selama tahun 2014 cukup meggembirakan. Hal ini tampak antara laki-laki dan perempuan
tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM
berdasarkankan gender adalah APM berdasarkan gender yang paling tinggi. Pada
perguruaan tingggi, APM berdasarkan gender memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini
dapat dimaklumi mengingat tidak setiap orang mampu masuk perguruan tinggi karena
kursi untuk PT lebih sedikit dibandingkan tingkat SD/ setara

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan
Berbasis Gender Tahun 2014

Jenjang Jenis Kelamin
Ratio Pendidikan Laki_— Perempuan Jumlah
Laki
SD/Setara 90,73 97,97 94,06
Angka | gpp/Setara 75,95 79,82 76,84
Partisipasi

Murni SMA/Setara 41,59 49,44 45,87
PT 26, ,54 19,57 23,50

Sumber : www.bps.go.id, 2015
2.2.16. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2010 sampai 2014 semakin menurun
per 1.000 kelahiran bayi. Penyebab semakin menurunnya Angka Kelangsungan Hidup
Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi merupakan
kombinasi dari keadaan ini. Namun pada tahun 2014 AKHB naik menjadi 989,86 per
1.000 kelahiran bayi.

Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

AKB per 1000 AKHB per 1000
Tahun . :
kelahiran kelahiran
2010 9,30 990,70
2011 9,23 990,77
2012 11,80 988,20
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AKB per 1000 AKHB per 1000
Tahun . ;
kelahiran kelahiran
2013 14,19 985,81
2014 10,14 989,86

Sumber : Pekalongan Dalam Angka, 2015

Apabila dibandingkan dengan target dalam MDGs (Milenium Development Goals)
tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota
Pekalongan masih sesuai target. Namun demikian fluktuasi AKB dan AKHB ini perlu
diwaspadai seharusnya semakin tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin
membaik.

2.2.17. Angka Kematian Balita (AKABA)
/ 20,00 N

15,00 /\
10,00 i 0
5,00
000 75010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
AKABA Kota Pekalongan| 12,03 | 10,36 | 14,43 | 17,32 | 12,46
\_|AKABA Prov. Jateng 12,02 | 1105 | 11,85 | 11,8 | 1154 )

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2015, RKPD Prov. Jawa Tengah 2016, 2015

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan
dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun
tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per
1.000 kelahiran hidup (KH). Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2010 - 2014
kurang baik, dikarenakan angkanya cenderung meningkat dari 10,36 per 1.000 KH
(Tahun 2011) menjadi 17,32 per 1.000 KH (Tahun 2013) dan pada tahun 2013 di atas
AKABA Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2014 AKABA Kota Pekalongan turun
menjadi 12,46 meskipun masih di atas Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebab kematian
balita antara lain karena penyakit.

2.2.18. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami
fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 balita gizi buruk
sebesar 0,04%, namun pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 terus mengalami
peningkatan. Gambar 2.21 menunjukkan persentase balita gizi buruk Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014.
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2014, diolah

Gambar 2.21 Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (%)

2.2.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan
dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan
ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan
manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM
sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun lima tahun
menunjukkan peningkatan dari sebesar 93,11 pada tahun 2010 menjadi sebesar 94,65
pada tahun 2014. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya
manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik, khususnya pada bidang
pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah,
capaian IPG Kota Pekalongan jauh lebih baik secara rata-rata selama lima tahun terakhir.

4 95,00 N\
94,50 e e
94,00 P
93,50 /
93,00 =g== |PG Kota
92'50 Pekalongan
92,00 @=fi== |PG Prov.
91'50 Jateng
91,00 -
90,50 .
90,00
2010 2011 2012 2013 2014
IPG Kota Pekalongan| 93,11 93,55 94,31 94,62 94,65
\_ IPG Prov. Jateng 90,32 90,92 91,12 91,5 91,89 )

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010-2013

2.2.20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan berfluktuasi
dari sebesar 64,69 pada tahun 2010 menjadi 63,88 di tahun 2014. Pada tahun 2012, IDG

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN 11-40
UMUM KONDISI DAERAH



Kota Pekalongan lebih baik dan menjadi 68,44. Namun pada tahun 2012-2014 mengalami
penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya. Dibandingkan Provinsi Jawa
Tengah, IDG Kota Pekalongan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini dapat terlihat pada

Gambar 2.23.
75,00 /.
70,00
e=g==|DG Kota
65,00 \ Pekalongan
/ e=fl==|DG Prov.
60,00 Jateng

55,00

s

50,00

2010 2011 2012 2013 2014
IDG Kota Pekalongan| 64,69 68,44 66,22 68,67 63,88
\_ IDG Prov. Jateng 59,96 67,96 69,89 69,09 74,46 Y,
Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

2.2.21. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia
yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan
kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi.
Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang mengandung
nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunannya juga
memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses
pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota
Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh
beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir.
Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik
Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk kedalam agenda
Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di Kota Pekalongan.

Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung
Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

) Tahun
No Uraian
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 Jumlah Kelompok Kesenian 105 105 105 186 186
2 Jumlah Gedung Kesenian 4 4 4 4 4
Persentase Sarana Budaya per 38% | 3.8% | 3.8% 21% | 2.1%
Jumlah Kelompok

Sumber : Dihubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015
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Tabel 2.21 menunjukkan perkembangan kelompok kesenian dan gedung kesenian
di Kota Pekalongan. Berkaitan dengan aktifitas seni budaya di Kota Pekalongan, terlihat
dalam kurun waktu 2010 sampai 2012 relatif stagnan. Namun pada tahun 2013 jumlah
kelompok kesenian meningkat. Adapun gedung kesenian yang dimiliki Pemerintah Kota
Pekalongan dari tahun 2010-2013, relatif stagnan yakni berjumlah 4 gedung.

2.2.22. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti
penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda
dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah
organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 20
organisasi pemuda. Pada tahun 2014, organisai kepemudaan bertambah satu sehingga
pada akhir 2014 organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan menjadi 21 organisasi.

Peran aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilaksanakan sesuai
dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu
selama tahun 2010 sampai tahun 2014, kegiatan kepemudaan dilakukan sebanyak 6
(enam) kali selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Lebih lengkapnya perkembangan
organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel
2.22.

Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

. Tahun
No Uraian
2010 | 2011 2012 2013 | 2014
1 Jumlah Organisasi Pemuda 20 20 20 20 33
2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 6 6 6 6 6

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2011-2015

Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 terus
berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub
maka di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Namun pada tahun 2014 jumlah
organisisi kepemudaan berkurang menjadi 17. Sementara itu, fasilitas gedung olahraga
Kota Pekalongan, sejak 2010 sampai 2014, jumlahnya tetap yaitu 2 gedung dan
keduanya adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub
olahraga dan gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada
sajian Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

) Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Klub Olahraga 18 18 20 20 17
2 Jumlah Gedung Olahraga 2 2 2 2 2

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013,
jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Sedangkan mulai tahun 2014 naik menjadi 30
organisasi. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari
tahun 2010 sampai 2015 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan olahraga yang
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tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2015 sebanyak 12 lapangan dengan
kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda
tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olah Raga
Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olah raga Wilayah
Dulongmas, Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov).

Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian

2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 Jumlah Organisasi Olahraga 28 28 28 28 30 30
5 Gg]anggang/balal remaja (selain 3 3 3 3 3 3

milik swasta)

3 Lapangan olahraga 12 12 12 12 12 12
4 Jumlah kegiatan olahraga 6 7 6 7 6 7

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki
fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan
pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan
yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam
peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang

Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai
berikut.

a. Pendidikan Dasar
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2010-2015 pada jenjang
pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 98,98 pada tahun 2010 menjadi
102,64 di tahun 2016. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga meningkat dari
83,23 pada tahun 2010 menjadi 102,55 di tahun 2016. Perkembangan APS
Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS)
selama kurun waktu tahun 2010 s.d. 2015 ditunjukkan dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015"
APS SD/MI 98,11 105,3 102,93 104,09 102,23 102,64
APS SMP/MTs 83,23 93,68 92,09 90 99,89 102,55
APS SM/MA 53,54 44 85 48,84 49,45 50,64 64,95
*) Angka sementara
Sumber: dindikpora 2011-2016
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Angka partisipasi Sekolah SM/MA sederajat secara rata-rata sepanjang
enam tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hanya sebesar 53,54
maka pada tahun 2011 mengalami penurunan. Namun tahun 2012 sampai
2015 mengalami kenaikan secara simultan.

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang
pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini
mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh
penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2010-2015, ketersedian jumlah
SD/MI dari tahun 2010-2011 mengalami kenaikan. Tahun 2012 tidak ada
penambahan SD/MI. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi pengurangan jumlah
sekolah dasar karena adanya kebijakan penggabungan beberapa sekolah
dasar(regrouping). Jumlah SD/MI dan SMP/MTs terjadi penurunan jumlah
menjadi 27 dan 27 sekolah

Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs di Kota Pekalongan dari tahun 2010-
2014, bertambah 3 (tiga) sekolah dari 33 menjadi 36 sekolah. Adapun jumlah
penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun cenderung mengalami
penurunan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah SD/MI 168 170 170 146 145
Jumlah SMP/MTs 33 35 35 36 36

Jumlah Penduduk Usia 7-12 th 32.785 | 30.356 | 31.144 | 30.021 | 30.609

Jumlah Penduduk Usia 13-15th | 17.690 | 15.550 | 15.948 | 16.138 | 15.695
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah
sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio
ini  mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu
menampung semua usia sekolah.

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per
10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2010-2015 rata-
rata berfluktuasi cenderungmengalami penurunan sehingga pada tahun 2015
menjadi 37,36. Kondisi ini menunjukan terjadinya penurunan ketersediaan
sekolah setiap 10.000 usia sekolah pendidikan dasar.

Tabel 2.27 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Tahun Rasio per 10.000 penduduk usia 7-
12 tahun dan usia 13-15 tahun
2010 39,82
2011 44,66
2012 43,53
2013 39,43
2014 39,31
2015 37,36

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan , 2011-2015, diolah
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3). Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada
pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu
juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas
pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2010-2015, rasio ketersedian guru
pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid
setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami pasang surut. Apabila pada tahun
2010 rasionya sebesar 594,56 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahun
2011 meningkat menjadi 610,06 per 10.000 usia anak sekolah.

Pada tahun 2012, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar terhadap
murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami peningkatan menjadi 616,98.
Namun pada tahun 2013, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar
terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah
menjadi 596,76, meskipun kembali naik pada tahun 2014 menjadi 598,11 per
10.000 usia anak sekolah. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2015
sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

. - Tahun
No | Jenjang Pendidikan 7=\ ™ T 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
SD/MI
1 | Jumlah Guru 1984| 2002] 1.994] 1934] 1913] 1762
Jumlah Murid 34.019 | 33.822 | 33.560 | 33.030 | 32.631 | 32.390
SMP/MTs
2 Jumlah Guru 913 959 | 1.002 970 991 954
Jumlah Murid 14.706 | 14.714 | 15.151 | 15633 | 15922 | 15.913
Jumlah Guru 2897 | 2961 | 2996 | 2904| 2904| 2716
(SDIMI+SMP/MTSs)
Jumlah Murid 48.725 | 48.536 | 45.550 | 48.663 | 48.432 | 48.303
(SD.MI+SMP/MTS)
Rasio Guru 504,56 | 610,06 | 616,98 | 596,76 | 598,11 | 562,28
(SD/MI+SMP/MTs) Per Murid
Per 10.000 penduduk

Sumber : dindikpora, 2011-2015, diolah
4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Tabel 2.29 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Jumlah guru | Jumlah kelas | Jumlah guru Murid F;?ﬂ;gg;g{gﬂfa
Tahun pendidikan pendidikan sekolah per | Pendidikan pet
. . . . setiap 10.000 anak
dasar*) dasar*) kelas*) dasar*) g
usia sekolah
2010 2.897 1.549 1,87 48.725 0,384
2011 2.961 1.584 1,87 48.536 0, 385
2012 2.996 1.605 1,87 48.559 0,384
2013 2.904 1.611 1,80 48.663 0,370
2014 2.904 1.642 1,77 48.553 0,364
2015 2.716 1.656 1,64 48.303 0,340

*) data pertengahan tahun ajaran
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015
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Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah
pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000
anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.29, rasio guru terhadap murid per kelas rata-
rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami pasang surut dari tahun 2010-
2015 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.29.

Pendidikan dasar terbagi atas dua jenjang yakni Sekolah Dasar/Setara
dan Sekolah Menengah Pertama/ Setara. Dalam Tabel 2.30, digambarkan
dalam tabel rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000
penduduk dari tahun 2010-2014. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung
stabil sampai 2013. Pada tahun 2014 rasionya mengalami penurunan menjadi
0,51 dikarenakan adanya guru yang memasuki usia pensiun dan pemerintah
melakukan moratorium terhadap penerimaan aparatur sipil negara dari semua
jenjang yang dibutuhkan baik aparatur sipil negara pendidikan maupun non
pendidikan. Pada tahun 2014-2015, terjadi penurunan selama berturut-turut
dikarenakan umalah guru dan jumlah kelas mengalami penurunan. Berikut
data rasio guru dan murid jenjang SD/Sederajat Kota Pekalongan Tahun 2010-
2015.

Tabel 2.30 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Karakteristik Tahun
2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015
Guru SDIMI¥) 1.984 2002 | 1.994 | 1.934 | 1.913 | 1.762
Rombongan Kelas*) 1.124 1.144 | 1.147 | 1.132 | 1.153 | 1.161
Jumlah Guru Sekolah 1,77 1,75 1,74 | 171 1,66 1,52

SD/MI per Kelas*)

Murid SD/MI*) 34.019 33.822 | 33.408 | 33.030 | 32.631 | 32.390

Rasio guru terhadap
murid (SD/MI) per kelas
rata-rata dalam 10.000
penduduk

0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,47

*) data pertengahan tahun ajaran
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015

Pada Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel
rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000
penduduk dari tahun 2010-2015. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung
turun sampai 2014. Pada tahun 2010 rasionya 1,46. Namun sepanjang tahun
sampai tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,21. Hal ini dikarenakan
adanya pengurangan rombongan belajar dan siswa SMP/Sederajat sedangkan
guru cenderung turun dari tahun 2010-2015.

Tabel 2.31 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Karakteristik Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 | 2015*%
Guru SMP/MTs*) 913 959 1.002 970 991 954
Rombongan Kelas*) 425 440 458 479 489 408

Jumlah Guru Sekolah

SMP/MTSs per Kelas*) 2,15 2,18 2,19 2,03 2,03 2,34

Murid SMP/MTs*) 14.738 | 14.714 | 15.151 | 15.633 | 15.922 | 15.913
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Tahun

Karakteristik 2010 | 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015*)

Rasio guru terhadap murid
(SMP/MTSs) per kelas rata-rata 1,46 1,48 1,44 1,30 1,27 1,21
dalam 10.000 penduduk

*) data pertengahan tahun ajaran
**) Angka sementara
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015

b. Pendidikan Menengah
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan
setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami kenaikan. Apabila pada
tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 481,58 berpartisipasi untuk
sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun 2015 naik menjadi
649,50 per 1.000 penduduk yang berpartisipasi bersekolah di sekolah
menengah. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia di Kota Pekalongan.

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Menurut
Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015 Per 1.000 Penduduk

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 | 2015
APS 16-18 tahun 481,6 616,3 634,2 594,4 | 641,1 | 649,5
Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan 2015 diolah
2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2010-2014, ketersediaan SMA/SMK/MA di Kota
Pekalongan cenderung meningkat. Jumlah penduduk berusia 16-19 tahun pun
bervariasi dari tahun 2010-2014, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.33.

Berdasarkan data pada tabel 2.33 rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah
mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Apabila pada tahun 2010, per
10.000 penduduk hanya 13,67 maka pada tahun 2014 meningkat menjadi
18,13 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun Penduduk usia Jumlah Sekolah | Rasio per 10.000
16-19 tahun Menegah penduduk

2010 19.758 27 13,67

2011 15.720 27 17,18

2012 16.116 29 17,99

2013 17.087 29 16,97

2014 15.995 29 18,13

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan,2015, diolah
3). Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk
berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
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pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pembelajaran.

Selama kurun waktu tahun 2010-2014 rasio ketersediaan guru terhadap
murid per 10.000 penduduk cenderung membaik. Bila pada tahun 2010 rasio

tersebut sebesar 778,53 maka di akhir 2014 menjadi 764,29.
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Karakteristik Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Guru SMA/SMK/MA 1.011 1.013 1.037 | 1.040 1.012
Siswa SMA/SMK/MA 12.986 13.029 12.998 | 13.015 13.241
Rasio guru terhadap 778,53 777,50 797,82 | 799,08 764,29
murid(sekolah menengah) per
10.000 penduduk

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan
antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan
tertentu dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.35

perkembangannya.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

per kelas rata-rata dalam 10.000
penduduk

L Tahun
Karakteristik 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Guru SMA/SMK/MA 1.011 1.013 1.037 1.040 1.012
Rombongan Kelas 399 416 428 441 451
Jumlah Guru Sekolah SM per 3 2 2 2 2
Kelas

Murid SM 12.986 13.029 12.998 13.015 13.241
Rasio guru terhadap murid (SM) 1,951 1,869 1,864 1,812 1,695

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

Rasio guru terhadap murid di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar
1,951, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga pada

tahun 2014 turun menjadi 1,695.

c. PAUD

PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam
tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2014
semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,03%, maka pada tahun
2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun
2014-2015 partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 49,32% dan
50,47%. Data selengkapnya, tersaji pada Tabel 2.36.
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Tabel 2.36 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2014

Tahun _ Jumlah JL_JmIah anak Persentase
siswaTK/RA | usia 4-6 tahun PAUD
2010 6.042 18.293 33,03
2011 6.648 14.782 44,97
2012 7.039 15.168 46,41
2013 7.222 14.731 49,03
2014 7.452 15.110 49,32
2015*) 7.669 15.195 50,47

**) Data Sementara
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015, diolah

d. Fasilitas Pendidikan

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan
indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan.
Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat
belajar karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selama kurun waktu 2010-2013, Persentase rombongan belajar (rombel)
sekolah SD/MI dalam kondisi baik cenderung menurun dari tahun 2010-2014.
Demikian pula dengan kondisi baik rombel SMP/MTs dari tahun 2010-2014
mengalami penurunan. Untuk SMA/MA/SMK, kondisi fisik rombel dari tahun 2010-
2013 mengalami kenaikan namun turun pada tahun 2014. Selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota
Pekalongan Dalam Kondisi Baik

No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 SD/MI 82,90 77,84 74,57 74,57 68,95
2 SMP/MTs 92,56 93,30 87,12 87,12 70,87
3 SMA/MA/SMK | 93,40 87,20 93,56 93,56 88,18

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2010-2015
e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah
tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan
tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya
pembangunan di bidang pendidikan.

Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua
akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi
ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun
waktu 2010-2013 mengalami penurunan tetapi naik di tahun 2014. Pada tahun
2014 angka putus sekolah sebesar 0,15%. Demikian pula untuk SMP/MTs.
Apabila pada tahun 2010 APS SMP/MTs sebesar 0,72%, maka pada tahun 2013
menjadi 0,22%. Pada akhir 2014 naik menjadi 0,35%. Untuk SMA/SMK/MA,
apabila pada tahun 2010 sebesar 1,89% maka pada tahun 2013 turun menjadi
1,18%. Namun pada akhir tahun 2014 menjadi 2,63%.
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Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kota Pekalongan 2010-2014

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013 2014
1 SD/MI 0,17 0,13 0,09 0,07 0,15
2 SMP/MTs 0,72 0,41 0,28 0,22 0,35
3 SMA/SMK/MA 1,89 1,18 1,13 1,18 2,63

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015
Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam
menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian
angka kelulusan pda tahun 2010-2013 untuk SD/MI/SDLB relatif stabil dengan
capaian 100%.

Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs selama kurun waktu 2010-2014
mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi di tahun 2014 sudah mencapai 100%.
Angka kelulusan SMA/SMK/MA dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat.
Apabila pada tahun 2010 sebesar 99,68% maka di tahun 2014 menjadi 99,93%.

Tabel 2.39 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan

No Jenjang Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 | SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 | SMP/MTs 99,47 98,89 99,13 99,93 100,00
3 | SMA/SMK/MA 99,68 99,90 99,95 99,93 99,93

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

Terkait Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat dilihat trendnya. Untuk jenjang
SD/MI kecenderungannya semakin menurun. Penurunan terjadi sepanjang 2010-
2014 terutama di lembaga pendidikan MI. Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
kecenderungannya semakin membaik terutama di lembaga pendidikan MA dan
SMK. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan

) Tahun

No Jenjang
2010 2011 2012 2013 2014
1 SD 6,82 7,3 6,94 7,3 6,85
Mi 6,22 7,23 6,74 7,32 6,55
5 SMP 7,16 7,11 7,17 6,83 7,12
MTs 6,88 6,96 6,79 6,73 6,89
SMA 7,81 8,2 8,32 8,04 7,80
3 MA 7 8,08 7,74 7,34 7,56
SMK 6,98 7,67 7,58 7,31 7,31

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

g. Angka Melanjutkan

Persentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar
100,12% maka pada tahun 2014 menjadi sebesar 102,13%. Demikian pula
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Persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun
2010 hanya sebesar 92,78% menjadi 98,47% di tahun 2014.

Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014

. Tahun
No Jenjang
2010 2011 2012 2013 2014
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke
1 SMP/MTs 100,12 | 101,98 | 102,19 | 103,53 | 102,13
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke
2 SMA/SMK/MA 92,78 | 98,27 | 102,05 | 97,61 | 98,47

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015, diolah
h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik ditunjukkan salah satunya dengan indikator kualifikasi
jenjang pendidikan pendidik. Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Persentase
pendidik yang memiliki kualifikasi S1/DIV dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/MA/SMK. Secara rata-rata, Persentase guru yang kualifikasi S1/DIV
semakin meningkat dari tahun 2010-2014, sebagaimana tertera pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No Jenjan Tahun
Jang 2010 2011 2012 2013 2014

1 | Pendidik SD/MI 46,27 59,59 68,71 75,08 82,23
Berkualifikasi S1/DIV

2 | Pendidik SMP/MTs 86,09 87,90 88,92 90,62 91,02
Berkualifikasi S1/DIV

3 | Pendidik SMA/MA/SMK 92,78 93,68 94,89 96,06 95,16
Berkualifikasi S1/DIV

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah
2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen
Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk
hidup sehat.

Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat.
Hal ini menunjukan pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula
15,45 per 1.000 penduduk menjadi 17,37 per 1.000 penduduk. Ini memberi
manfaat atas pelayanan yang lebih baik pada setiap posyandu.

Tabel 2.43 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di
Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014

Tahun | Jumlah Posyandu | Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita
2010 390 25.235 15,45
2011 397 28.306 14,03
2012 399 25.295 15,77
2013 401 25.248 15,88
2014 403 23.201 17,37

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah
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Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 berdasarkan data pada Tabel 2.44,
menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap
1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.44 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu)
Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2014

Tahun Puskesmas Pustu Poliklinik Rumah Sakit
Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio
2010 12 0,04 28 0,10 25 0,09 6 0,02
2011 12 0,04 27 0,09 21 0,07 7 0,02
2012 12 0,04 27 0,09 22 0,08 8 0,03
2013 12 0,04 29 0,10 22 0,08 8 0,03
2014 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah
b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Kurun waktu 2010-2014 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar
dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter spesialis berdasarkan
data yang diolah telah mengikuti standar Indonesia Sehat 2010 yaitu 6 dokter
spesialis per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,6 dokter spesialis per 1.000
penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah belum mengikuti
target nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. Ini setara 0,4 dokter per
1.000 penduduk. Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah belum mengikuti
target nasional yaitu 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,11
dokter gigi per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum
yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter
spesialis. Standar nasional dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. Data
perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Rasio Dokter per satuan penduduk
di Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Dokter Spesialis 0,11 0,16 0,15 0,25 0,26
Dokter Umum 0,36 0,32 0,37 0,29 0,34
Dokter Gigi 0,06 0,05 0,07 0,08 0,07
E::;%Elj’lfter per satuan 0,53 0,54 0,60 0,62 0,67

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan
kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis
(perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Kota Pekalongan dari Tahun
2010 - 2014 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Perawat 1,36 1,80 1,76 1,66 2,13
Rasio Bidan 0,37 0,48 0,54 0,70 0,85
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Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Farmasi 0,66 0,76 0,79 0,79 0,83
Perawat 387 520 511 483 625
Bidan 106 140 157 203 249
Tenaga Farmasi 187 220 229 229 243

Sumber: Profil Kesehatan,2011- 2015

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan

lainnya seperti

cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan
dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan
cakupan pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Di Kota Pekalongan Tahun 2010 — 2014

UMUM KONDISI DAERAH

Cakupan Pelayanan Kesehatan 2010 2011 2012 2013 2014
Dasar
Cakupan komplikasi kebidanan 100,00 80,03 96,62 98,81 89.95
yang ditangani **
Cakupan pertolongan persalinan 93,54 99,84 99,90 | 100,00 99.97
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan**
Cakupan Desa/kelurahan Universal 100,00 | 100,00 | 100,00 97,72 | 100,00
Child Immunization (UCI)**
Cakupan Balita Gizi Buruk 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
mendapat perawatan
Cakupan penemuan dan 96,10 | 118,24 | 111,66 | 114,41 | 110.80
penanganan penderita penyakit
TBC BTA**
Cakupan penemuan dan 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00
penanganan penderita penyakit
DBD**
Cakupan pelayanan kesehatan 100,00 | 214,39 | 202,00 | 149,00 | 166.05
rujukan pasien masyarakat miskin**
Cakupan kunjungan bayi ** 96,89 95,48 97,13 93,93 95.08
Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015
**Standar Pelayanan Minimal
Data dalam satuan persen
Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Di Kota Pekalongan Tahun 2010 — 2014 (Persen)
Cakupan Pelayanan Kesehatan 2010 2011 2012 2013 2014
Rujukan
Cakupan puskesmas 300 300 300 300 300
Cakupan pembantu puskesmas 59,57 57,45 57,45 61,70 57,45
Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah
Data dalam satuan persen
Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN I1-53




d.

e.

Persentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

ASI Eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya; menyelamatkan
nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit,
memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan
mental anak, mengurangi kemungkinan obesitas, dan sebagainya.

Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat.
Jika pada tahun 2010 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif 24,94%,
maka pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun
2014 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif adalah 77,05% sebagaimana
ditunjukkan Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI
Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun Jumlah Bayi jﬁ)@:ﬁgg?;(gﬁg% Caéz;))an
2010 2.478 618 24,94
2011 2.351 1.001 42,96
2012 2.499 1.375 55,02
2013 2.201 1.452 65,97
2014 2.227 1.716 77,05

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah
Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah
TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang
terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

IR DBD per CFR DBD CFRTB per | CR TB per HIV/AIDS
Tahun 100.000 (%) 100.000 100.000

penduduk penduduk penduduk HIV AIDS
2010 22,40 6,35 1,42 116,84 0 12
2011 7,50 4,17 2,46 195,72 1 8
2012 5,17 0,00 2,76 173,24 4 9
2013 21,00 3,28 3,44 230,00 3 21
2014 15,74 6,38 1,67 182,52 12 19

Sumber: Profil Kesehatan 2011- 2015
Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.

Dari tahun 2010-2014 berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin
mengalami penurunan. Penduduk miskin di Kota Pekalongan bedasarkan PPLS
hanya sebesar 24.100 orang pada tahun 2014, berbeda dengan tahun 2010 yang
berjumlah 26.400 orang. Namun pada kenyataannya, penerima BPJS kesehatan
di Kota Pekalongan melebihi jumlah penduduk miskin. Kondisi ini menggambarkan
masih belum adanya keakuratan data. Berikut disajikan data penduduk miskin di
Kota Pekalongan serta jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kota
Pekalongan tahun 2010-2014. Adapun data pada tahun 2012 dan 2013 diambil
berdasarkan backcasting dengan pertimbangan hasil proyeksi SP 2010 oleh BPS
yang dikeluarkan pada setiap bulan September.
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Tabel 2.51 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Jumiah Jumlah % Jumlah %
Penduduk . . . .
Tahun . Penerima Penerima Penerima | Penerima
Miskin
Jamkesmas | Jamkesmas | Jamkesda | Jamkesda
(PPLS)
2010 26.400 100.073 35,49 11.488 4,07
2011 28.300 100.073 35,11 14.488 5,08
2012 27.300 100.073 34,75 14.488 5,03
2013 24.100 75.916 26,10 39.321 13,52
2014 24.100 75.916 25,85 39.321 13,39

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2014 dan www.bps.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Dalam bidang Pekerjaan Umum, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan
dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, drainase dan irigasi,
air minum, air limbah dan persampahan.

a. Jalan

Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Pekalongan mengalami peningkatan
selama kurun waktu 2010-2014. Panjang jalan negara adalah 10,73 km secara
umum dari tahun 2010-2014 dalam kondisi yang semakin membaik. Jalan provinsi
selama lima tahun mengalami peningkatan kondisi dengan kondisi 2014 100%
baik kondisi jalannya. Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2010 sampai 2013
mengalami perbaikan secara singnifikan namun pada tahun 2014 jalan dengan
kondisi baik berkurang dari 106,91 km menjadi 105,77 km. Selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 — 2014

Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kota
: Panjang . Panjang .
Panjang Panjang - Panjang
Negara gan Provinsi gar kondisi baik
K kondisi (km) kondisi Kota (km) (km) **
km) | paik (km) baik (km)
2010 10,73 8,30 4,22 0,28 131,32 62,87
2011 10,73 9,61 4,22 0,84 131,33 85,37
2012 10,73 10,73 4,22 0,84 131,33 99,57
2013 10,73 10,73 4,22 0,84 131,13 106,91
2014 10,73 10,73 4,22 4,22 133,13 105,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2011-2015
**Standar Pelayanan Minimal

. Irigasi dan Drainase

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014 tidak
mengalami perubahan. Pada tahun 2010, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka
pada tahun 2014 masih tetap sebesar 26,58%. Kondisi ini menggambarkan
penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan
pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun.
Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.53.
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Tabel 2.53 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Rasio Jaringan 26,58 % 26,58 % 26,58 % 26,58 % 26,58 %
Irigasi
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Kota Pekalongan memiliki 4 sungai utama. Sungai utama tersebut yaitu
Sungai Pekalongan, Sungai Banger, Sungai Meduri dan Sungai Bremi. Sebagai
tujuan utama aliran air dari sungai-sungai kecil di Kota Pekalongan, keempat
sempadan sungai-sungai tersebut tidak seluruhnya bebas dari hunian liar maupun
bangunan-bangunan baik keperluan bisnis maupun rumah. Dari tahun 2010-2013,
rasio sempadan yang terbangun hunian liar semakin meningkat. Pada tahun 2014
menurun menjadi 40% karena adanya pembongkaran saluran air di wilayah
Kecamatan Pekalongan Utara. Berikut rasio sempadan sungai yang digunakan
sebagai bangunan liar.

Tabel 2.54 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
Di Kota Pekalongan Tahun 2010 — 2014

Indikator Kinerja 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Rasio Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

40% |42% |45% |50% |40 %

Tabel 2.55 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 — 2014

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

Luas irigasi kota dalam kondisi baik 62,81% | 71,21%| 71,95% | 77,38% | 75,16%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

Panjang keseluruhan Sistem Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang
meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem
drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

— Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali
Pekalongan

— Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama

— Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan,
Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub
sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem
Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di kota Pekalongan terdapat
beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai
berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder
Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur, Saluran Sekunder Podo Timur.

Kota Pekalongan merupakan daerah rawan genangan banjir dan rob. Secara
topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa,
dengan ketinggian lahan antara O meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah
bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari
kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu
dengan kemiringan lahan rata — rata antara 0 — 5%. Kondisi ini secara topografis
akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan
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lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering
mengalami gangguan genangan banijir, sementara di sisi Utara wilayah Kota
Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana
rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Beberapa hal yang
mengakibatkan rawan genangan banijir dan rob adalah sebagai berikut:

— Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut

— Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%

— Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai
utara laut jawa

— Berkurangnya kawasan tangkapan air (catchment area) karena semakin
tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan
(run off) yang semakin membesar juga

— Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir
Tabel 2.56 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan

No Nama Jalan Kelurahan Pa(n rigng L(ent1);:1r Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi
1 JI. Pasar Ratu | Bendan 115 0.6 | Ps Batu Belah Terbuka | Sebagian | Sekunder
Rusak
2 JI. Pemuda Bendan 210 0.5 | sal. Tanah Terbuka | Rusak Sekunder
3 JI. KHM Bendan 930 0.6 | Ps Batu Belah Tertutup | Rusak Sekunder
masyur
4 JI. Gajahmada | Bendan 475 0.6 | Ps Batu Belah Terbuka | Sebagian | Sekunder
Rusak
5 JI. Slamet Bendan 470 2 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
6 JI. Kerinci Bendan 100 1.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
7 JI. Bengawan Dukuh 830 0.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
8 JI. Sekrading Dukuh 770 2 | Ps Batu Belah Terbuka | Rusak Primer
9 JL. Garuda Kandang 300 0.7 | Ps Batu Belah Terbuka | Rusak Sekunder
Panjang
10 JI. Kandang 235 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Baik Sekunder
Cendrawasih panjang gorong
11 JI. Kandang 235 0.5 | sal. Tanah Terbuka | Baik Sekunder
Cendrawasih panjang
12 JI. Kapuas Kandang 245 0.5 | Ps Batu Belah Tertutup | Rusak Sekunder
panjang
13 JI. Jend Kebulen 1400 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Sebagian | Sekunder
Sudirman gorong Rusak
14 JI. Wahid Keputren 259 0.7 | Ps Batu Belah Terbuka | Sebagian | Sekunder
Hasyim Rusak
15 JI. Dr Cipto Keputren 560 1.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
16 JI. Sulawesi kergon 417 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Baik Sekunder
gorong
17 JI. Bengawan Kraton lor 830 0.6 | Ps Batu Belah Tertutup | Baik Sekunder
18 JI. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
19 JI. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
20 JI. Bahagia Kraton Kidul 300 0.8 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
21 JI. Sejahtera Kraton Kidul 295 0.6 | Ps Batu Belah Gorong - | Rusak Sekunder
gorong
22 JI. Kraton Lor 290 0.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Rusak Sekunder
Kemakmuran
23 JI. Progo Kraton Lor 300 0.8 | Ps Batu Belah Terbuka | Rusak Sekunder
24 JI. Imam Kraton Lor 225 0.8 | Ps Batu Belah Tertutup | Sebagian | Sekunder
Bonjol Rusak
25 JI. Hayam Kraton lor 880 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Rusak Sekunder
Wuruk gorong
26 JI. Progo Kraton lor 750 0.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
27 JI. Dharma Medono 780 0.8 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
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No Nama Jalan Kelurahan Pa(ana;ng ng?r Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi
bakti
28 JI. RA Kartini Noyontaan 780 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Sebagian | Sekunder
gorong Rusak
29 JI. Tondano Noyontaan 775 0.5 | sal. Tanah Terbuka | Rusak Sekunder
30 JI. Dr. sutomo Noyontaan 440 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Rusak Sekunder
gorong
31 JI. Ahmad Noyontaan 530 0.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Sebagian | Primer
Yani Rusak
32 JI. Wahidin Noyontaan 1250 1.2 | Ps Batu Belah Tertutup | Sebagian | Primer
Rusak
33 JI. Seta Budi Noyontaan 176 1 Terbuka | Rusak Primer
34 JI. Dr Sutomo Noyontaan 300 1.6 | Ps Batu Belah Tertutup | Rusak Sekunder
35 J. WR panjang wetan 290 0.6 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
Supratman
36 JI. Kutilang panjang wetan 450 1.5 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
37 JI. Wilis podo sugih 145 0.5 | Ps Batu Belah Tertutup | Baik Sekunder
38 JI. Urip podo sugih 178 0.6 | sal. Tanah Gorong - | Baik Primer
Sumoharjo gorong
39 JI. Kerinci podo sugih 750 1 | Ps Batu Belah Terbuka | Rusak Primer
40 JI. Cempaka poncol 830 2 | Ps Batu Belah Terbuka | Sebagian | Primer
Rusak
41 JI. Dr. Wahidin | poncol 700 1.2 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
42 JI. Teratai poncol 4360 2 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
43 JI. Seruni poncol 980 2 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
44 JI. Melati poncol 172 1 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
45 Jl.Manggis sampangan 560 0.5 | sal. Tanah Gorong - | Rusak Sekunder
gorong
46 JI. Hasanudin sampangan 1200 0.8 | sal. Tanah Gorong - | Sebagian | Sekunder
gorong Rusak
47 JI. S. Agung sampangan 1000 0.8 | sal. Tanah Gorong - | Sebagian | Sekunder
gorong Rusak
48 JI. Surabaya sugihwaras 525 0.8 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
49 JI. Surabaya sugihwaras 535 0.8 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
50 JI. Bandung sugihwaras 313 0.5 | sal. Tanah Gorong - | Rusak Sekunder
gorong
51 JI. Semarang sugihwaras 365 0.7 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Sekunder
52 JI. KH Agus sugihwaras 830 0.8 | Ps Batu Belah Terbuka | Sebagian | Sekunder
salim Rusak
53 JI. Bandung sugihwaras 160 1 | Ps Batu Belah Terbuka | Baik Primer
TOTAL 31.715
PANJANG

Sumber : DPUPTR Kota Pekalongan, 2011

c. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, Persentase rumah tangga
yang memiliki fasilitas air minum pada tahun 2008 baru 70,78%, yang memiliki
fasilitas air minum bersama 12,25%, yang kebutuhan air minum dari fasilitas
umum 3,67% dan yang tidak memiliki fasilitas air minum rumah tangga 13,3%

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di
Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 46,32% dari jumlah penduduk Kota
Pekalongan. Persentase ini semakin meningkat dan di tahun 2014 mencapai
76,14% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Angka ini sudah memenuhi
Millenium Development Goals yaitu sebesar 75% pada tahun 2015.

Cakupan sanitasi dasar pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 35%
dari jumlah penduduk kota Pekalongan. Dari tahun 2010-2014 semakin meningkat
cakupannya dan di tahun 2014 telah mencapai 90,57% dari total penduduk Kota
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Pekalongan. Capaian sanitasi ini telah memenuhi target capaian Millenium
Development Goals yaitu sebesar 72% pada tahun 2015.

Persentase layanan persampahan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014
terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 persentase layanan
persampahan mencapai 75% dari seluruh wilayah Kota Pekalongan maka pada
tahun 2012 dan 2013 menjadi 80%. Dan pada tahun 2014 mencapai 80,40%.

Tabel 2.57 Persentase Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Air minum yang aman 46,32 62,50 65,64 71,45 76,14
Sanitasi 35,00 40,00 52,00 89.84 | 90,57
Persampahan 75,00 75,00 80,00 80,00 80,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, BLH, 2015

. Pengendalian Banjir

Sebagai daerah dengan ketinggian 0-6 meter di atas permukaan air laut,

Kota Pekalongan rawan terhadap bencana banjir dan rob. Peningkatan ketinggian
permukaan air laut telah mengancam wilayah-wilayah yang berbatasan langsung
dengan pantai. Jalan dan juga permukiman dengan berbagai fasilitasnya di
sepanjang Jalan Samudra adalah wilayah yang paling besar potensi
kerusakannya. Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah
dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian,
Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk
mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah
penguatan revetmen pantai yang terlah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang
bibir pantai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.58

Tabel 2.58 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan
Tahun 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Panjang Revetment (meter) 3.021 3.478 4.826 5.563 6.150
Panjang Bibir pantai (meter) 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150
Persentase Revetment terbangun 49,12% | 56,55% | 78,47% | 90,46% | 100,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016
Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang
agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang
secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan
perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan
ruang Yyaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan
pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses
pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan
hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara
terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk
mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Tahun 2009-2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang
wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan
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batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan
penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan
meliputi:

a. peningkatan peran kota sebagai PKW,

b. peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi
sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota
dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;

c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;

e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya
tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan
memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;

f. pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis
perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan
ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan
batik;

g. pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat
memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius
dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan

h. pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya
degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada
beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa
mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau,
kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan
untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing
pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan
masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota
Pekalongan dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah
RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan.
Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota
Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum
mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak
perubahan yaitu sekitar 18,4% dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB
menunjukkan kecenderungan peningkatan sehingga pada tahun 2014 sebesar 0,130.
Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi, terutama terkait
penurunan ketaatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 70%. Ketaatan terhadap
RTRW yang menurun drastis pada tahun 2014 ini harus segera ditemukenali
penyebab dan pemecahannya. Secara rinci kinerja sub urusan penataan ruang di
Kota Pekalongan tahun 2010-2014 tergambarkan pada Tabel 2.59.
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Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014

. Tahun
No Indikator Sat 75010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1. | Persentase tersedianya luasan - 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4
RTH publik
2. | Rasio Bangunan ber-IMB per - 0,092 | 0,103 | 0,114 | 0,124 | 0,130
satuan bangunan
3. | Ketaatan terhadap RTRW % 79 80 80 81 70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, BLH, 2015, diolah

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a.

Rumah Layak Huni

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu
ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator
pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak
huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM
sebesar 11,42%. Ini setara dengan 6.937 unit rumah. Tahun 2010-2014 rasio
rumah tidak layak huni semakin membaik. Rumah layak huni pada tahun 2010
sebesar 88,58% menjadi 89,87% pada tahun 2014. Perkembangan jumlah rumah
layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun
2010-2014 dapat dilihat di Tabel 2.60.

Tabel 2.60 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak
Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Rumah Tidak Layak Huni Rumah Layak Huni
Jumlah Rumah -
Tahun (Unit) Jumlah Rasio (%) Jumlah Rasio
(unit) (unit) (%)
2010 60.744 6.937 11,42% 53.807 88,58%
2011 68.209 7.237 10,61% 60.972 89,39%
2012 69.215 7.745 11,19% 61.470 88,81%
2013 69.829 8.353 11,96% 61.470 88,03%
2014 73.162 7.413 10,13% 65.749 89,87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2015
Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah pembagi antara jumlah rumah layak huni
dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Rumah layak huni, salah
satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Rasio rumah layak huni
dari tahun 2010-2014 terus mengalami perbaikan. Apabila pada tahun 2010
rasionya sebesar 0,1888 maka pada tahun 2014 menjadi 0,2239 sebagaimana
ditunjukkan Tabel 2.61. Berikut perkembangannya selama lima tahun.

Tabel 2.61 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun Jumlah Rumah Jumlah Rumah Layak Jumlah Rasio
(Unit) Huni Penduduk

2010 60.744 53.807 285.010 0,1888

2011 68.209 60.972 289.194 0,2108
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Tahun Jumlah Rumah Jumlah Rumah Layak Jumlah Rasio
(Unit) Huni Penduduk

,2012 69.215 61.470 290.347 0,2117

2013 69.829 61.470 290.870 0,2113

2014 73.162 65.749 293.704 0,2239

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2015
c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pengguna air bersih di Kota Pekalongan semakin meningkat seiring dengan
adanya Pamsimas dan replikasinya.

Tabel 2.62 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Rumah Tangga (Air Bersih) 32.078 | 43.803 | 47.494 | 52.254 | 56.328
Jumlah Rumah Tangga 69.253 70.084 | 72.356 | 73.267 | 73.980
Rasio Rumah Tangga (Air Bersih) 46,32% ‘ 62,50% | 65,64% | 71,32% | 76,14%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda, 2011-2015, diolah

Apabila pada tahun 2010 jumlah rumah tangga pengguna air bersih hanya
sebanyak 32.078 maka pada tahun 2014 sebanyak 56.328. Adapun rasio rumah
tangga pengguna air bersih meningkat dari 46,32% di tahun 2010 menjadi 76,14%
di tahun 2014. Cakupan pelayanan air bersih telah memenuhi target capaian
Millenium Development Goals tahun 2015 sebesar 75% untuk air bersih
perkotaan.

d. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014
terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebanyak 58.937 rumah tangga dari
65.253 rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota
Pekalongan, maka pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan
jumlah pelangan rumah tangga. Adapun persentase rumah tangga pengguna
listrik mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 rumah tangga pengguna
listrik 90,32%. Pada tahun 2011 persentase pelanggan rumah tangga turun ke
87,98% dan kembali naik sampai puncaknya berdasarkan data 2014 sebesar
96,77% dengan 71.051 pelanggan rumah tangga.

Tabel 2.63 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun | Pelanggan RT | Jumlah RT Persentase RT Pengguna Listrik
2010 58.937 65.253 90,32%
2011 61.663 70.084 87,98%
2012 65.000 72.356 89,83%
2013 68.362 73.267 93,31%
2014 71.051 73.426 96,77%

Sumber: BPS,2011- 2014, diolah
e. Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada
pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga
munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi
adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor ingkungan untuk mencegah
timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor
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5.

lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal

(Depkes RI, 2002).

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada
tahun 2010, cakupan pelayanan sebesar 35% maka pada tahun 2013 mencakup
89,84%. Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals

tahun 2015 dengan target 72%.

Tabel 2.64 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan

Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi | 22.839 28.034 37.625 65.823 71.552
Jumlah Rumah Tangga 65.253 70.084 72.356 73.267 106.552
Rasio Rumah Tangga Bersanitasi 35% 40% 52% 89.84% | 90,57 %

Sumber: AMPL dan Analisa Pokja AMPL, 2015
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010 - 2014
secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan,
penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika, sebagaimana ditunjukkan
Tabel 2.65.

Tabel 2.65 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota
Pekalongan (Kasus) Tahun 2010-2015

No K;:ﬁ:t‘;n 2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015
1 Pembunuhan 0 0 0 1 0 0
2 Pemerkosaan 2 1 0 2 0 2
3 Penganiayaan 1 4 29 29 9 17
4 Pencurian 5 139 195 199 187 33
5 Penipuan 25 29 45 41 31 13
6 Penadahan 0 0 5 8 4 0
7 Narkotika dan 19 10 10 11 10 18

Psikotropika
Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka, 2011-2016
b. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan
Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan
demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis.
Pembinaan politik terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 32 kegiatan.
Upaya peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih
dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.66.

Tabel 2.66 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

. Tahun
No Kegiatan
2010 2011 | 2012 | 2013 2014
1 Kegiatan pembinaan Politik > > 6 6 32
Daerah

Sumber : Kesbangpol, 2011-2015.
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c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2010 - 2014 telah dilakukan kegiatan
pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya
dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 1 Kkali.
Selanjutnya kegiatan terinci tersaji sebagaimana Tabel 2.67

Tabel 2.67 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
Tahun 2010-2014

. Tahun
No Kegiatan
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
! Ormas dan OKP 1 L 0 0 0

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2011-2015.
d. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi
Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya,
ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong raja. Selama kurun waktu 2010-
2013 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan meningkat dari 0,71
menjadi 0,79, namun pada tahun 2014 turun menjadi 0,75. Dengan adanya
Banpol (Non PNS) maka rasio Satpol+Banpol meningkat dari 2,98 (tahun 2010)
menjadi 3,85 (tahun 2014).

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung
turun. Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran
Perda dalam kurun waktu 2010-2014.

Tabel 2.68 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS)
di Kota Pekalongan 2010-2014

No Tahun Juml?:)hPPollg P‘;L;Z]llﬂsjk Persentase
1 2010 20 281.991 0,71
2 2011 22 285.026 0,77
3 2012 23 287.978 0,79
4 2013 23 290.870 0,79
5 2014 22 293.704 0,75

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat
dari 2,98 per 10.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 3,85 per 10.000
penduduk pada tahun 2014. Peningkatan rasio ini terlihat sangat signifikatan
pada tahun 2013 dengan perekrutan tambahan sebesar 15 Polisi PP dan
ditambahkan kemudian pada tahun 2014 sebanyak 11 Polisi PP

Tabel 2.69 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan
Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan

Jumlah Polisi Jumlah
No Tahun PP Penduduk Persentase
1 2010 84 281.991 2,98
2 2011 86 285.026 3,02
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No Tahun Juml?ahPPoh& Piﬁ?&%ﬁk Persentase
3 2012 87 287.978 3,02
4 2013 102 290.870 3,51
5 2014 113 293.704 3,85

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah pelanggaran sebanyak 327 pelanggaran.
Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah meningkat pada tahun 2011 menjadi 520
kasus dengan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku sebesar 100%. Sampai
pada tahun 2013, penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100%. Pada 2014,
penyelesaian hanya sebesar 72,48%. Adapun penyelesaian ini hanya terkait
dengan pelanggaran K3.

Tabel 2.70 Penyelesaian Pelanggar Perda
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Jumlah Jumlah Penyelesaian
No Tahun Persentase
Pelanggaran Perda Pelanggaran Perda
1 2010 327 327 100,00
2 2011 520 520 100,00
3 2012 210 210 100,00
4 2013 277 277 100,00
5 2014 149 108 72,48

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan
salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan
kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang
dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap
keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos
Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.71 dan Tabel 2.72.

Tabel 2.71 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti)
di Kota Pekalongan

No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
1 2010 30 281.991 1,06
2 2011 30 285.026 1,05
3 2012 30 287.978 1,04
4 2013 30 290.870 1,03
5 2014 30 293.704 1,02

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

Apabila Linmas inti digabung dengan Linmas yang ada di kecamatan dan
kelurahan yang melibatkankan peran serta masyarakat luas maka rasio ini
menjadi lebih baik. Apabila pada tahun 2010 per 10.000 penduduk dilindungi
55,32 satuan Linmas maka pada sampai tahun 2013 rasio Pos Siskamling per
jumlah kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.71 dan Tabel 2.72. Rasio ini
mencapai puncaknya menjadi 60,65 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan.
Rasio ini menurun pada tahun 2014 menjadi 59,65 per 10.000 penduduk karena
adanya pengurangan jumlah anggota Linmas sebesar 12 personel sedangkan
jumlah penduduk semakin bertambah.
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Tabel 2.72 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas
Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan

No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
1 2010 1.560 281.991 55,32
2 2011 1.665 285.026 58,34
3 2012 1.720 287.978 59,72
4 2013 1.764 290.870 60,65
5 2014 1.752 293.704 59,65

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Tabel 2.73 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014

No Tahun Jml Pos Siskamling Jml Kelurahan Rasio
1 2010 1.680 47 35,74
2 2011 1.970 47 41,91
3 2012 2.115 47 45,00
4 2013 2.350 47 50,00
5 2014 510 27 18,90

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek
lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah
satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh
pemerintah daerah maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2015, panti yang
ada di Kota Pekalongan tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun
tidak berubah. 1 panti milik pemerintah dan 7 panti milik swasta. Jumlah anak
yang diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi
lapangan penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang
diasuh terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014
dan 2015 terjadi penurunan jumlah anak asuh menjadi 390 anak pada 2014 dan
menjadi 217 pada tahun 2015. Secara detail kondisi ini terlihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014

No Tahun JurRISath;’r?nti Jumlagigglil]( yang
1 2010 8 337
2 2011 8 274
3 2012 8 827
4 2013 8 827
5 2014 8 390
6 2015 8 217

Sumber : Dinsosnakertrans. 2011-2015
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b.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang
dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan
material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Jumlah PMKS tertinggi adalah
75.916 jiwa yaitu pada tahun 2015. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
2.75 berikut.

Tabel 2.75 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2015

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015

GenerasiMudaPenyandangMasalahKesra - 201 - - - -
KeluargaPenyandangSosialPsikologi 2 - - - - -
AnakTerlantar/Gelandangan 565 201 236 236 254 254
UsiaLanjut/Jompo/Terlantar 6.355 | 2.310 | 2.323 | 2.323 942 942
WanitaRawanSosial 804 | 1.011 670 670 880 865
Keluarga yang Kondisi/Perumahan, 4931 -| 4865 | 4.865| 4.545 | 4.545
Lingkungan Tidak Layak
AnakNakal 53 48 58 58 51 51
KorbanPenyalahgunaanNarkoba 12 77 74 74 74 74
PenyandangCacat 1.109 288 460 460 998 966
-Tubuh 335 118 123 123 307 297
-Netra 200 40 43 43 170 170
-Mental 352 25 35 35 341 328
-Ganda 41 27 85 85 31 30
-Wicara 181 78 174 174 149 141
BekasPenyandangPenyakitKronis 312 58 21 21 - -
Gelandangan 7 19 153 153 6 6
TunaSusila 18 20 22 22 4 4
Waria - 3 - - - -
BekasNarapidana 228 144 151 151 135 22
Bencana Alam 15 7 - - - -
Fakir Miskin 31.274 | 28.380 | 29.765 | 29.765 | 29.765 | 75.916

JUMLAH 6.794 | 3.055 | 39.258 | 39.258 | 38.652 | 84.611

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2011-2015

Penanganan PMKS di

Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi

masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk
organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2011 untuk organisasi sosial berjumlah
37 unit, karang taruna berjumlah 47 unit, WPKS sebanyak 90 orang dan jumlah
PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 333 orang. Selanjutnya dapat dilihat
secara lengkap pada Tabel 2.76.
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Tabel 2.76 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

No | Jumlah 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Perintis / Pejuang Kemerdekaan 2 2 2 2 2 0
2 | Kader Kepemimpinan Sosial Wanita 90 90 90 90 90 90
3 | Pekerja Sosial Masyarakat 288 | 333 288 288 | 288 | 288
4 | Karang Taruna 36 47 47 47 51 51
5 | Organisasi Sosial 14 37 7 7 7 0

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015

Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana
dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah
panti asuhan sampai dengan tahun 2015 berjumlah 8 unit. Dengan jumlah anak
asuh mencapai 217 anak. Dari 8 panti tersebut, 1 diantaranya milik pemerintah
dan sisanya yaitu 7 panti milik swasta.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
1. Ketenagakerjaan
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.77 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015

No Tahun Angkatan Kerja /Ir:ggkg?;mgﬁ;pg%
1 2010 145.149 72,30
2 2011 141.466 70,41
3 2012 142.422 69,49
4 2013 138.916 66,64
5 2014 151.553 69,32
6 2015 149.507 50,42

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja
usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu
2010 sampai 2015 mengalami penurunan.

4 75,00 -\
70,00 éo——vﬁ
65,00

60,00 \
55,00 \

50,00 \—
45,00
40,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan
\_ Kerja (%)
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015.

72,30 70,41 69,49 66,64 69,32 50,42

Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015
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Jika pada tahun 2010 angka partisipasi angkatan kerja adalah 72,3% maka
pada tahun 2014 turun menjadi 69,32%. TPAK terus menurun pada tahun 2010-
2015 terjadi karena menurunnya kesempatan kerja tetapi juga dapat diakibatkan
sebagian masyarakat memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
pada tahun 2011-2015 meningkat sehingga dapat berimplikasi terhadap
menurunnya TPAK.

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem
hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah
yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, perselisihan
hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit,
Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui
mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka
perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di
Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut disajikan angka sengketa pengusaha-
pekerja atau yang dikenal perselisihan hubungan industrial selama lima tahun
berturut-turut.

Tabel 2.78 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

No Tahun SJeL:1ng;I|<aer:a Pe‘:ﬁgﬁgan Persentase Sengketa
1 2010 11 315 3,49
2 2011 24 315 7,62
3 2012 18 315 571
4 2013 33 315 10,48
5 2014 18 320 5,63

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015.

Tabel 2.78 menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun
waktu 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014
mengalami penurunan. Walaupun demikian masih diperlukan perhatian
pemerintah dalam ketenagakerjaan agar kegiatan investasi berjalan lancar.

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan persentase pencari kerja
yang sudah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar di
Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai
2014 pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami
peningkatan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 56,27%. Data
pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam Tabel 2.79.

Tabel 2.79 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja Yang Ditempatkan
No Tahun AKL AKAD AKAN Persentase
1 2010 305 39 253 17,28
2 2011 23 71 100 9,14
3 2012 1.09 0 55 37,48

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN
UMUM KONDISI DAERAH

11-69



Pencari Kerja Yang Ditempatkan
No Tahun AKL AKAD AKAN Persentase
4 2013 679 217 90 33,53
5 2014 854 83 86 56,27

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah
penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan
kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan sampai 2014
cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, namun agak sedikit
meningkat kembali di tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar
2.25.

-
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7,50 \
7,00 —w/ \
6,50 \
5,50 \/
5,00
4,50
4,00 2010 2011 2012 2013 2014
TPT Kota Pekalongan (%) 7,00 7,29 7,44 5,28 5,42
TPT Prov Jateng (%) 6,21 5,93 5,61 6,01 5,68
TPT Nasional (%) 7,14 6,56 6,14 6,17 5,94 )

-
Sumber : www.bps.go.id, 2015

Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPT Kota
Pekalongan pada tahun 2011 dan 2012 masih di atas TPT Nasional dan Provinsi
Jawa Tengah. Tetapi pada tahun 2013 dan 2014 TPT Kota Pekalongan lebih
rendah dibandingkan TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang
menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan.
Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di
lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi
tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014
keselamatan dan perlindungan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dalam
penerapannya. Jumlah atau persentase perusahaan yang menerapkan K3
berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun kondisi tahun 2014 lebih tinggi
dibandingkan kondisi pada tahun 2010. Berikut persentase perusahaan yang
menerapkan K3 seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Persentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

No Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan di Persentase
Menerapkan K3 Wilayah Kab/kota

1 2010 260 310 83,87%

2 2011 270 312 86,54%
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No Tahun Jumlah Perusahaan Jumlgh Perusahaan di Persentase
Menerapkan K3 Wilayah Kab/kota

3 2012 290 315 92,06%

4 2013 300 320 93,75%

5 2014 280 320 87,50%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan

dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja
perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah
pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan
semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan
peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan perempuan
yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga
Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah pekerja perempuan di 2.128 2115 2.046 2.007 2.007
lembaga pemerintah (org)
fé‘g)'ah pekerja perempuan 6.789 6.776 | 55548 | 56536 | 56.536
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga 31,34 31,21 3,68 3,55 3,55
pemerintah (%)
Sumber : BPMP2AKB, 2014, diolah
b. Pesentase Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN
Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, Ill, dan IV di Kota

Pekalongan selama kurun waktu 2010-2015 cenderung meningkat. Pada tahun
2010 pejabat perempuan yang menduduki eselon Il, 1l dan IV dibandingkan
seluruh jabatan yang terisi sebesar 39,53%. Pada tahun 2015 patrtisipasi
perempuan dalam jabatan ASN meningkat menjadi 41,77%.
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Sumber : Badan Kepegawaian Daerah. 2016

Gambar 2.26 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN
UMUM KONDISI DAERAH

II-71




c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan
jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2010-2015 rasio KDRT mengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2010 dengan
angka rasio 0,035%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093%
sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.27.
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Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.27 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

c. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

4 120,00
100,00

el

80,00

~~

60,00
40,00

20,00

/__/

0,00

2010

2011

2012

2013

2014

\_ (%)

Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan

23,00

36,00

39,00

64,00

100

\

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.28 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan

Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Gambar 2.28 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hanya 23% kasus
pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka
pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah mengalami peningkatan yang
signifikan, dimana pada tahun 2014 seluruh kasus pengaduan dapat tertangani.
Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama
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dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan
Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).

Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem
yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di
daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b)
Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan,
informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi
pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan
mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan
pangan utama. Pada tahun 2014 terjadi penurunan ketersediaan pangan yang
disebabkan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan
di Kota Pekalongan. Hal seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.82.

Tabel 2.82 Rasio Ketersediaan Pangan Utama
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No | Tahun | bernun | penduduic | Persertase
1 2010 9.531.236 281.991 33,80

2 2011 9.437.434 285.026 33,11

3 2012 7.092.511 287.978 24,63

4 2013 6.136.302 290.870 21,10

5 2014 4.674.618 293.704 15,92

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2010 -
2014 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH),
merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan
dari aspek konsumsi. Skor PPH selama lima tahun terus meningkat. Capaian skor
PPH dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No Tahun Skor PPH Kota Pekalongan
1 2010 82,6
2 2011 83,6
3 2012 85,4
4 2013 87,1
5 2014 87,8

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan
bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-
umbian masih rendah. Namun demikian terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian.
Konsumsi pangan hewani menunjukkan penurunan, namun ada kecenderungan
peningkatan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan
capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari
dapat dilihat pada Tabel 2.84.
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Tabel 2.84 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

iifoaﬁgoi(g‘;#g”;‘ Satuan | 2010 2011 2012 2013 2014
Padi-padian Kg/Kap/th 89,68 92,01 92,27 90,97 94,00
Umbi-umbian Kg/Kap/th 14,38 15,44 17,4 17,23 18,20
Pangan Hewani Kg/Kap/th 123,57 | 115,67 | 110,93 74,93 78,50
Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 6,33 6,42 5,70 8,72 8,70
Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 6,92 6,97 7,35 14,21 13,80
Kacang-kacangan Kg/Kap/th 43,18 43,68 35,39 23,68 24,60
Gula Kg/Kap/th 12,78 12,91 11,78 7,65 8,00
Sayur & Buah Kg/Kap/th 95,76 96,88 | 102,69 98,74 99,50
lain-lain Kg/Kap/th 0,99 1,02 1,16 3,38 3,60

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Konsumsi utama masyarakat Kota Pekalongan masih didominasi oleh jenis
padi-padian, kacang-kacangan, dan hewani. Seperti kebanyakan masyarakat

Indonesia lainnya padi-padian menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi asupan
konsumsi berenergi. Berikut perkembangannya tercakup pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun

2010-2014

KO”s‘ggLaElﬂg:?' per Satuan 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Padi-padian Kg/Kapita/hr | 885,52 | 908,50 | 911,44 | 897,70 | 992,50
Umbi-umbian Kg/Kapita/hr 42,33 4531 50,66 | 49,00 | 119,10
Pangan Hewani Kg/Kapita/hr | 349,13 | 327,77 | 316,21 | 241,30 | 238,20
Minyak dan Lemak Kg/Kapita/hr | 150,78 | 152,94 | 136,22 | 214,10 | 198,50
Buah/biji berminyak Kg/Kapita/hr 28,47 28,71 32,94 | 76,90 | 59,50
Kacang-kacangan Kg/Kapita/hr | 392,43 | 397,02 | 321,87 | 215,10 | 99,20
Gula Kg/Kapita’/hr | 128,05 | 129,41 | 118,10 | 76,50 | 99,20
Sayur & Buah Kg/Kapita/hr 78,23 79,10 86,03 | 86,90 | 119,10
lain-lain Kg/Kapita/hr 8,17 8,40 9,73 | 24,00 | 59,50

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015
4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9
urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota.
Kesembilan urusan tersebut adalah 1zin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek
Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka
tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya
meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong;
izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk
mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan
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antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka
mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang
berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami
peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam
Tabel 2.86.

Tabel 2.86 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
Luas wilayah 4525 4,525 4525 4525 4,525
Luas tanah bersertifikat 3.211,95 3.286,15 3.369,75 3.527,49 3.617,23
— Hak Milik 2.647,07 2.716,38 2.790,15 2.838,12 2.880,99
- HGB 256,89 260,55 266,39 278,63 286,96
— Hak Guna Usaha 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
— Hak Pakai 245,04 246,02 248,81 344,68 382,56
— Hak Pengelolaan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
— Hak Wakaf 53,18 53,45 54,63 56,31 56,96
Lahan Bersertifikat (%) 70,98% 72,62% 74,47% 77,96% 79,94%
Sumber : BPN, 2015, diolah
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\_ Lahan Bersertifikat (%) | 70,98% | 72,62% | 74,47% | 77,96% | 79,94% J
Sumber : BPN, 2015, diolah

Gambar 2.29 Persentase Luas Lahan Bersertifikat
di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

Gambar 2.29 menunjukkan kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota
Pekalongan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 luas lahan
bersertifikat adalah 70,98% maka dalam kurun waktu tahun 2011-2015 terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2015 sebanyak 79,94%
lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Semakin meningkatnya persentase
tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin
meningkat, khususnya terhadap pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak
wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86
tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
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Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan
persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah
seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2010-2014
cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami
peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.30.

4 120 N
100 /
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40
20

0

2010 2011 2012 2013 2014

Cakupan pengawasan
\_|terhadap UKL-UPL (%)|  *° 60 66,7 83,3 100 |

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2015, diolah

Gambar 2.30 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL
Tahun 2010-2014

Penegakan hukum lingkungan telah dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2010
dan 2011 terdapat kasus lingkungan masing-masing 7 kasus, tahun 2012 dengan 5
kasus dan tahun 2013 dengan 6 kasus dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota
Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan.
Komitmen itu antara lain dengan membangun intalasi IPAL baik untuk kebutuhan
industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Industri yang semakin
bertumbuh dari tahun 201-2015 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang
semakin baik.

Tabel 2.87 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
IPAL Jml Limb Jml Limb Jml Limb Jml Limb Jml Limb Jml Limb
Indus ah Indus ah Indus ah Indus ah Indus ah Indus ah
tri (m3) tri (m3) tri (m3) tri (m3) tri (m3) tri (m3)

Kauman 26 70 26 70 26 70 26 70 26 70 26 70
Jenggot 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400
Industri Kecil 1 3 5 22 43 73 378
IPAL 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450
Bersama
Industril 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 450
Besar
IPAL Biogas 20 20 45 40 60 60 80 80 93 100 118 120
Duwet
IPAL Biogas 2 10 3 40 4 80 5 120 5 180 7 210
Ternak
Jumlah 132 | 1.100 160 | 1.150 178 | 1.210 216 | 1.270 250 | 1.350 307 | 2.078

Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani
Cakupan
pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2010-2015 terus
mengalami peningkatan seperti ditunjukkan dalam gambar 2.31.

persampahan dibandingkan dengan

luas wilayah Kota Pekalongan.
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Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016

Gambar 2.31 Cakupan Layanan Persampahan

Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2010-2015 terus
meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2010-2015.
Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh
sampah selama tahun 2010-2016 pengelolaannya setiap hari semakin membaik.
Puncaknya, pada tahun 2013 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke tempat
pembuangan akhir mencapai 341 m3 per hari.

Tabel 2.88 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan

Data Sampah 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sampah terangkut (m®) 614,00 580,00 572,00 544,00 610,00 618,00
Sampah terkelola di TPS3R, bank 154,00 145,00 273,00 341,00 280,00 277,00
Sampah dan Sodagoh Sampah (m®)
Jml Sampah tertangani (m3) 768,00 725,00 845,00 885,00 890,00 895,00
Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
persentase sampah terangkut (%) | 79,95% | 80,00% | 67,69% | 61,47% | 68,54% | 69,05%
persentase sampah terkelola di
TPS3R, Bank Sampah dan 20,05% | 20,00% | 32,31% | 38,53% | 31,46% | 30,95%
\_ Sodaqoh Sampah (%) Y,

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Gambar 2.32 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan
Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut
berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur
TPA 15 tahun. Adapun saat ini umur TPA diperpanjang sampai 2018. Pengoperasian
TPA Degayu tersebut adalah control landfill. Jarak TPA terhadap permukiman adalah
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0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air
terdekat adalah 0,1 km.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Rasio Penduduk ber KTP

4 100,00% P ™\
90,00%
80,00% /’\‘OL
70,00% 7
60,00% 4
50,00% —
40,00%

30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

2010 2011 2012 2013 2014

Rasio penduduk berKTP per o 0 0 0 o
L satuan penduduk 37,03% | 54,99% | 84,97% | 79,26% | 92,63% )

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015

Gambar 2.33 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri
termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud
adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17
tahun atau telah menikah. Rasio Kepemilikan KTP bagi penduduk di Kota
Pekalongan dari Tahun 2010-2014 kondisinya bervariasi. Penerapan e-KTP dan
pendaftaran ulang bagi pemilik KTP lama yang dimulai pada tahun 2012
membawa konsekuensi pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio karena jumlah
penduduk yang mendaftar ulang KTPnya lebih besar dari kebutuhan e-KTP yang
tersedia. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk ber-KTP semakin
meningkat dan pada tahun 2014 penduduk yang ber-KTP meningkat menjadi
92,63%. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.33.

b. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran
Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan,

maka pemerintah daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya.
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Kepemilikan Akta Kelahiran
9 per 1.000 penduduk 18,3 429,49 429,49 539,26 572,92/

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015, diolah

Gambar 2.34 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014
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Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan
membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu
penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun
2010 sampai dengan 2014 ditunjukkan dalam gambar 2.34.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang
meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui
penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya
dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam
suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk
masyarakat vyaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan
tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan
mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan
diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan
lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek
pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di
kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan
Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari 2010-2014
sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 27 LPM karena
adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun
jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

No Tahun Jumlah LPM
1 2010 47
2 2011 a7
3 2012 47
4 2013 47
5 2014 27

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2015.

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK
membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.90. Jumlah
pada akhir 2014 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan
kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan
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Tabel 2.90 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No Tahun Jumlah PKK Aktif
1 2010 52
2 2011 52
3 2012 52
4 2013 52
5 2014 32

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2015.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan
kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan bayi. Selain itu Posyandu berperan dalam membantu lansia untuk
meningkatkan kualitas hidupnya di masa pensiun. Hasil pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat
selama kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah meningkatkan peran dan fungsi
Posyandu. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No Tahun Jumlah Posyandu Aktif
1 2010 394
2 2011 397
3 2012 399
4 2013 401
5 2014 403

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2015

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100
pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 cukup stabil
meskipun sedikit berfluktuasi. Apabila pada tahun 2010 sebesar 79,50 maka di
tahun 2014 sebesar 79,45. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2010-2014
tersaji pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota
Pekalongan Tahun 2010-2013

No Tahun Jumlah PUS Jumlah Akseptor KB Rasio
1 2010 44.264 35.191 79,50
2 2011 45.649 33.883 74,23
3 2012 46.391 36.902 76,03
4 2013 47.755 37.350 78,21
5 2014 46.409 36.872 79,45

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan, 2015

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta
program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Dalam kurun waktu tahun
2010 sampai 2014 cakupan peserta aktif KB cukup stabil meskipun sedikit
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berfluktuasi. Cakupan peserta aktif KB tertinggi pada tahun 2010 dan terendah
pada tahun 2011 seperti ditunjukkan gambar 2.35.
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Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.35 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera | Kota Pekalongan
mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 sebesar 37,05% dari total
84.341 KK, maka pada akhir 2014 menjadi 34,63% dari total 77.061 KK di Kota
Pekalongan.

Tabel 2.93 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera |
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No | Tahun Jumlah Kepala Jumlah Keluarga Pr_a Sejahtera Persentase
Keluarga dan Keluarga Sejahtera |

1 2010 84.341 31.246 37,05

2 2011 89.485 30.023 33,55

3 2012 89.488 20.254 33,81

4 2013 92.776 29.270 31,55

5 2014 77.041 26.683 34,63

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan. 2015

9. Perhubungan

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota
Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan.
Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai
perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang,
membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat.

Salah satu permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan adalah belum adanya
jalan lingkar / jalan tol sehingga seringkali mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan
karena kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat melintasi Kota
Pekalongan melintasi jalur pantura. Kemacetan dihitung dengan ukuran VC Ratio yang
didapat dari kondisi eksisting pada tahun 2013 dan 2014 sebagaimana ditunjukkan
Tabel 2.94. Meskipun secara rata-rata VC Ratio masih di bawah 1, namun beberapa
ruas jalan seperti Jalan Merdeka dan Jalan Pemuda sudah melebihi 1, artinya pada
ruas jalan tersebut sudah mengalami kemacetan yang akan mempengaruhi ruas jalan
lain.
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Tabel 2.94 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura

VC RATIO

NO NAMA JALAN KAPASITAS JALAN 2013 | 2014
1 Dr. Sutomo 5.702 0,82 0,83
2 | Gajah Mada 5.588 0,64 | 0,77
3 | Merdeka 2.720 0,94 1,01
4 | Pemuda 3.925 0,95 1,02
5 | Jend Sudirman 4.463 0,89 0,94
6 | Dr. Setiabudi 3.347 0,86 0,99
7 | Wilis - Sriwijaya 2.143 0,57 | 0,66
8 KH. Mansur 3.981 0,70 0,74
RATA-RATA 0,80 0,87

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan. 2016

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota
Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 0,000256. Hal ini memiliki makna 2,56 izin per
10.000 penduduk. Pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio izin trayek menjadi
0,000252 atau 2,52 per 10.000 penduduk. Dan tahun 2012-2013, rasio izin trayek turun
kembali menjadi 0,000251 dan kembali turun di tahun 2014 sehingga menjadi
0,000249. Hal ini terjadi karena izin trayek yang dikeluarkan dari sepanjang tahun
2010-2014 tetap sebanyak 73 izin sedang jumlah penduduk semakin meningkat.
Semakin menurunnya persentase tersebut menunjukkan tidak adanya perkembangan
trayek, padahal jumlah penduduk semakin meningkat.

Tabel 2.95 Perkembangan Rasio Izin Trayek
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun Jumlah izin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk Persen
2010 73 285.010 0,0256%
2011 73 289.194 0,0252%
2012 73 290.347 0,0251%
2013 73 290.870 0,0251%
2014 73 293.704 0,0249%

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan,2011-2015, diolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar
provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi serta angkutan regional Pekalongan
memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak
melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang. Berikut
perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014.

Tabel 2.96 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014

. Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Terminal Tipe A 1 1 1 1 1

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan
Persentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2014. Meskipun jumlah
penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2014 turun namun jumlah otobis
AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada
Tabel 2.97.
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Tabel 2.97 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP

Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Otobis AKAP AKDP 227 337 574 574 574
Jumlah Penumpang yang melalui terminal | 189.345 | 180.204 | 180.484 | 180.276 | 180.255
Persentase Angkutan Darat 0,12% 0,19% 0,32% 0,32% 0,32%

Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2015, diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguiji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan
teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala
terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan
bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil
penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan
dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan berfluktuatif dari
tahun 2010-2014. Pada tahun 2010, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 519
kendaraan. Tahun 2011 jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 449 kendaraan,
tahun 2012 meningkat 497 kendaraan, tahun 2013 sebanyak 504 kendaraan dan
kembali naik di tahun 2014 menjadi 509 kendaraan.

Tabel 2.98 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

. Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
.lJJLrJanIr?]h kepemilikan KIR angkutan 519 499 497 504 509

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi
keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum
dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik.
Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan
dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester)
untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan
berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan
dengan Pit Lift dan Play Detector, uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk
kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai
lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014

. Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Lama Pengujian (Menit) 20 20 20 20 20

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di
lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota
Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian
kelayakan angkutan umum selama 2010-2014, terlampir pada Tabel 2.100.
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Tabel 2.100 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Kota Pekalongan 2010-2014

Tahun

Indikator
2010 2011 2012 2013 2014

Biaya pengujian kelayakan angkutan 31.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000
umum (Rp.)

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Guna mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan
pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas
yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu
Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail
dan marka jalan. Perkembangan pemasangan rambu-rambu sebagai fasilitas
perlengkapan jalan selama kurun waktu Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel
2.101.

Tabel 2.101 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu 46 61 285 342 364
Pada Tahun n
Jumlah Rambu-Rambu yang 130 155 480 480 480
Seharusnya Tersedia
Persentase Pemasangan Rambu- 35,38% | 39,35% | 59,38% | 71,25% | 75,83%
Rambu

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan
terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan. Pengguna jasa angkutan darat
seperti kereta api, sebagaimana pada Tabel 2.102 berfluktuasi dari tahun 2010-2013.
Pada tahun 2014 merupakan puncak terbanyak jumlah penumpang yang melalui
Stasiun Pekalongan. Perkembangan jumlah ini menunjukkan semakin banyaknya
masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang
maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Perkembangan
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui
Stasiun KA Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun
Pekalongan

2010 182.597

2011 210.633

2012 179.768

2013 195.528

2014 317.899

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2015
10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib
dipenuhi oleh pemerintah daerah. Melalui sistem informasi yang terintegrasi
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi
aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam
memajukan pemerintahan yang terintegrasi informasi, Pemerintah Kota Pekalongan

Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | GAMBARAN 11-84
UMUM KONDISI DAERAH



telah membangun sistem informasi manajemen. Jumlah SIM yang telah dibangun
menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan karena SIM merupakan salah
satu upaya strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
menunjang informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah memiliki web dengan
portal http://pekalongankota.go.id. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.103.

Tabel 2.103 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Tahun 2010-2014

. Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah SIM 2 7 12 36 35

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.

Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi
yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna.
Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi
melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia,
regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan
dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji
dibawah.

Tabel 2.104 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

. Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Jaringan telepon genggam 10 10 10 10 10
Stasioner 55 55 55 55 55
Jumlah jaringan komunikasi 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak.
Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di
masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan
aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui
pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal
masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal
antara lain Radar, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah
surat kabar di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke
Daerah Tahun 2010-2014

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Surat Kabar 10 10 10 10 10

Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,
penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat
penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi.
Perkembangan penyiaran radio dan televisi terlampir pada Tabel 2.106.
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Tabel 2.106 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

. Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Penyiaran Radio 9 9 9 9 10
Jumlah Penyiaran TV 13 13 14 14 14

Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium
padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia
dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan
periode 2010-2014

Tabel 2.107 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota
Pekalongan 2010-2014

Tahun SST Jumlah RT Persentase Pengguna Fix Wireline
2010 16,151 65,253 24,75%
2011 16,096 70,084 22,97%
2012 16,348 72,356 22,59%
2013 15,998 73,267 21,84%
2014 15,653 73,981 21,16%

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2011-2014, diolah
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Persentase koperasi aktif

Koperasi aktif binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terus
mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase
koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Jika pada
tahun 2010 koperasi aktif adalah 83,12%, maka pada tahun 2014 koperasi aktif
meningkat menjadi 86,08%. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam Tabel

2.108.
Tabel 2.108 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2014

No Tahun Jumlgh _ Jumlah selu_ruh Persenfcase_
Koperasi Aktif Koperasi koperasi akitif

1 2010 197 237 83,12

2 2011 202 241 83,82

3 2012 216 254 85,04

4 2013 230 268 85,82

5 2014 232 270 86,08

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.
b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Disperindagkop dan UMKM Kota
Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5.
Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami
peningkatan. Jika pada tahun 2010 jumlah UMKM adalah 16.620, maka pada tahun
2015 jumlah UMKM meningkat menjadi 22.934.
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Tabel 2.109 Jumlah UMKM Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2015

KOMPONEN UMKM
No. | TAHUN | PERDAGANGAN | INDUSTRIKECIL | PEDAGANG | PEDAGANG | JUMLAH
(SIUP) MENENGAH PASAR KAKI LIMA
1 2010 7.128 2.956 5.775 761 16.620
2 2011 7.558 2.982 6.055 793 17.388
3 2012 7.809 3.020 6.056 835 17.720
4 2013 8.327 3.942 6.114 910 19.293
5 2014 8.778 4.367 6.225 1.003 20.373
6 2015 9.243 6.319 6.311 1.061 22.934
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2016.
12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui
indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; pe